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Ditengah meluasnya pembangunan infrastruktur berskala nasional di
Indonesia, UMKM menghadapi dilema antara peluang pertumbuhan
dan ancaman keberlanjutan. Buku “Keberlanjutan UMKM di Era
Pembangunan Infrastruktur terhadap Profitabilitas dan Insolvensi”
akan mengupas secara mendalam bagaimana proyek-proyek besar
pembangunan infrastruktur seperti bandara, jalan tol, bendungan
yang berada di kota-kota besar di Indonesia termasuk kawasan |bu
Kota Nusantara (IKN) akan mempengaruhi profitabilitas, daya saing,
serta risiko kebangkrutan pelaku usahamikro, kecil dan menengah.
Menggunakan pendekatan IPAT (Impact, Population, Affluence,
Technology) dan analisis ekonometrik, buku ini mengungkap faktor-
faktor yang menentukan apakah UMKM mampu bertahan atau justru
tergerus oleh arus pembangunan infrastruktur. Dilengkapi dengan
kasus lapangan, studi empiris, dan rekomendasi strategis, buku ini
menawarkan solusi konkret bagi pelaku usaha, pemerintah, dan
akademisi untuk membangun UMKM yang tangguh, adaptif, dan
berkelanjutan.

Sebuah bacaan wajib bagi siapa pun yang peduli terhadap masa
depan ekonomi lokal di era transformasi infrastruktur dan digitalisasi
nasional, selamat membaca.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan
rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul “Keberlanjutan
UMKM di Era Pembangunan Infrastruktur terhadap
Profitabilitas dan Insolvensi” ini dapat terselesaikan. Buku ini
lahir dari keprihatinan sekaligus optimisme terhadap dinamika
pembangunan infrastruktur berskala besar yang tengah
berlangsung di berbagai wilayah Indonesia, termasuk proyek
strategis seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan
tulang punggung perekonomian nasional. Namun, percepatan
pembangunan infrastruktur sering menimbulkan dampak ganda: di
satu sisi membuka akses pasar dan peluang pertumbuhan, di sisi
lain memunculkan tantangan serius berupa gangguan lingkungan,
pergeseran tata ruang, dan tekanan terhadap profitabilitas. Oleh
karena itu, buku ini mencoba menghadirkan pembahasan
menyeluruh mengenai keberlanjutan UMKM. Buku ini diharapkan
dapat memberikan tiga manfaat utama. Pertama, sebagai sumber
rujukan akademik bagi penulis dan mahasiswa yang menekuni
bidang ekonomi pembangunan, lingkungan, dan UMKM. Kedua,
sebagai panduan praktis bagi pelaku usaha dalam merumuskan
strategi adaptasi terhadap pembangunan infrastruktur. Ketiga,
sebagai masukan kebijakan bagi pemerintah daerah maupun pusat
dalam merancang program pemberdayaan UMKM yang berbasis
data dan berkelanjutan.

Meski demikian, penulis menyadari sepenuhnya bahwa
buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis
menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah
membantu dalam penyusunan buku ini.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi
nyata bagi masyarakat.

Penulis
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BAB
PENDAHULUAN

A. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di Indonesia terus berlanjut
sejalan dengan visi jangka panjang pemerintah untuk
menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Infrastruktur pendukung, termasuk pembangunan Ibu Kota
Negara (IKN), merupakan kunci pembangunan Ibu Kota Negara
(IKN) (Paramananda et al., 2024). Terdiri dari Kawasan
Pengembangan IKN seluas 199.962 ha, Kawasan IKN seluas
56.180 ha, dan Kawasan Pusat Pemerintahan Inti seluas 6.596 ha
(Supratman dkk., 2025). Salah satu megaproyek strategis
nasional adalah pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) di
Kalimantan Timur, khususnya Kawasan Pusat Pemerintahan
Inti (KIPP). Pembangunan infrastruktur menjadi agenda
strategis nasional yang tidak sekadar menghadirkan
konektivitas fisik, tetapi juga merekayasa peta ekonomi
Indonesia. Proyek-proyek berskala besar mulai dari Jalan Tol
Trans-Jawa, Tol Balikpapan-IKN, jaringan pelabuhan terpadu,
hingga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara
didesain untuk menurunkan biaya logistik, memperkuat rantai
pasok, dan menciptakan pusat pertumbuhan baru. Infrastruktur
diharapkan menjadi akselerator daya saing, memikat investasi,
dan menstimulasi inovasi lintas sektor.

Akan tetapi, sejarah pembangunan di banyak negara
menunjukkan bahwa modernisasi infrastruktur tidak pernah
netral: ia membawa dampak asimetris, membuka peluang



sekaligus menimbulkan disrupsi bagi aktor-aktor ekonomi,
terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM,
yang selama ini menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik
Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja nasional, menjadi
kelompok paling terdampak. Peningkatan aksesibilitas wilayah
memang memunculkan peluang pasar dan memperluas
jangkauan distribusi. Tetapi dalam praktiknya, banyak pelaku
UMKM menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi, mereka harus
bersaing dengan pemain skala besar yang lebih siap
memanfaatkan infrastruktur baru. Di sisi lain, perubahan tata
ruang dan relokasi lahan seringkali menekan keberadaan usaha
tradisional. Fenomena ini terlihat di koridor ekonomi baru mulai
dari Jawa hingga Kalimantan Timur di mana pelaku UMKM di
sekitar proyek jalan tol atau kawasan IKN harus beradaptasi
cepat agar tidak tergusur arus modernisasi. Berikut peta
kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dimana ada beberapa
UMKM di rest area IKN.
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Gambar 1.1 Peta UMKM KIPP IKN

Berdasarkan gambar diatas menjelaskan lokasi
pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN
terletak di dalam Kabupaten Penajam Paser Utara di Kecamatan



Sepaku. Sebagian besar penduduk di sekitaran UMKM bergerak
di sektor kuliner, jasa, dan pertanian olahan. Posisi strategis
kawasan ini sebagai simpul pertumbuhan ekonomi baru
membuka peluang besar dan Wilayah IKN menjadi masa depan
Indonesia, terutama dalam sektor logistik dan agrowisata.
Namun, keberlanjutan UMKM tetap menghadapi tantangan
seperti rendahnya legalitas usaha, konversi lahan, dan
ketidakpastian akses usaha.

Isu keberlanjutan menjadi semakin kompleks ketika
dimensi lingkungan, sosial, dan teknologi turut diperhitungkan.
Transformasi infrastruktur sering meningkatkan intensitas
penggunaan lahan, konsumsi energi, dan emisi karbon, yang
pada gilirannya menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan
secara finansial, tetapi juga beroperasi dengan kesadaran
lingkungan. Di saat yang sama, digitalisasi ekonomi dari
e-commerce, sistem pembayaran elektronik, hingga platform
pemasaran daring menghadirkan peluang efisiensi biaya dan
akses pasar lintas batas, namun menuntut kompetensi baru yang
belum merata di kalangan pelaku UMKM. Ketidakmampuan
beradaptasi dapat berujung pada penurunan profitabilitas
bahkan insolvensi. Untuk memahami kerumitan ini, diperlukan
kerangka analitis yang mampu memotret interaksi populasi,
kemakmuran, dan teknologi terhadap dampak lingkungan dan
ekonomi.

Literatur mengenai UMKM umumnya menyoroti akses
pembiayaan, inovasi produk, atau strategi pemasaran digital,
tetapi jarang mengaitkan keberlanjutan lingkungan dengan
kinerja keuangan secara empiris, apalagi dalam konteks
percepatan pembangunan infrastruktur. Padahal, pemahaman
berbasis data sangat penting untuk merancang kebijakan yang
adil dan efektif. Pemerintah membutuhkan peta risiko yang
akurat, sementara pelaku UMKM memerlukan panduan
strategis agar mampu meningkatkan profitabilitas sekaligus
menekan potensi kebangkrutan. Hasilnya diharapkan menjadi
rujukan ilmiah sekaligus praktis bagi pembuat kebijakan,
akademisi, lembaga pembiayaan, dan para pelaku UMKM.



Lebih jauh, buku ini menegaskan bahwa keberhasilan
pembangunan infrastruktur tidak semata-mata diukur dari
panjang jalan atau megahnya gedung, tetapi dari sejauh mana ia
menumbuhkan ekonomi lokal, menguatkan ketahanan UMKM,
dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

UMKM telah lama dikenal sebagai tulang punggung
perekonomian  Indonesia.  Jumlahnya  yang  besar,
penyerapannya terhadap tenaga kerja, serta kontribusinya
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menempatkan UMKM
sebagai aktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi
nasional. Namun, di tengah pesatnya pembangunan
infrastruktur yang sedang digencarkan pemerintah, UMKM
menghadapi dinamika baru yang tidak sederhana. Memahami
kriteria UMKM yang dikaitkan dengan konsep kewirausahaan
akan memudahkan pihak yang berwenang untuk melakukan
pembinaan UMKM (Sri et al., 2019). Tujuan dari pembinaan
UMKM adalah memajukan mitra UMKM binaan. Dari lembaga
yang bernama koperasi yang alat produksi berupa UMKM,
perlu dilakukan menindaklanjuti terkait produk baik berupa
barang atau jasa, jadi fungsi pemasaran produk sangat penting.
Seperti kita ketahui bahwa pemasaran produk merupakan
proses yang tergabung bersama dengan manufaktur, logistik
transportasi, serta disain produk yang membentuk rantai nilai
perusahaan. Inti pemasaran bagi setiap organisasi sendiri ialah
dapat melampaui persaingan dalam menciptakan nilai bagi
pelanggan (Sahir, 2020).

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan koperasi
merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Konsep
Pemasaran Konsep pemasaran adalah orientasi manajemen
yang menekankan pada kunci pencapaian tujuan organisasi,
terdiri dari kemampuan orgnisasi menentukan kebutuhan dan
keinginan target pasar yang dituju dan kemampuan orgnisasi
dalam memenuhinya dengan kepuasan yang diinginkan secara
lebih efektif dan efisien dari para pesaing (Ritonga et al., 2020).
Konsep pemasaran tidak terlepas dari pengelolaan bisnis, yang
dikelola oleh pelaku usaha/umkm, oleh karenanya, setiap



pengelola dapat mempunyai sikap atau kemampuan menjual
suatu produk barang atau jasa yang ditawarkan, karena menjual
merupakan masalah perorangan yang sifatnya kreatif, pekerjaan
menjual merupakan keahlian yang tidak mungkin diganti
dengan mesin.

Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan
bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) nasional dan mampu menyerap lebih dari
97% tenaga kerja. Koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis
anggota juga berperan signifikan dalam menyediakan akses
permodalan, pelatihan, dan jaringan pemasaran bagi UMKM. Di
mana tugas UMKM melakukan pemasaran berupa produk
barang dan jasa yang dibuat, (M. Y. Saleh & Said, 2019).
Pembangunan jalan tol, jembatan, pelabuhan, hingga jaringan
transportasi modern di satu sisi membuka peluang besar bagi
UMKM untuk memperluas akses pasar dan distribusi produk.
Konektivitas yang semakin baik mendorong efisiensi logistik
dan mempercepat arus barang maupun jasa. Akan tetapi, di sisi
lain, transformasi ini menghadirkan tantangan serius berupa
persaingan yang semakin ketat, perubahan pola konsumsi
masyarakat, dan kebutuhan adaptasi teknologi yang mendesak.
Dalam konteks inilah isu keberlanjutan UMKM menjadi penting
untuk dikaji. Tidak cukup bagi UMKM hanya bertahan dalam
jangka pendek; mereka dituntut mampu berkembang secara
berkelanjutan dengan mengelola profitabilitas sekaligus
menghindari risiko insolvensi. Pertanyaan besarnya adalah:
bagaimana UMKM dapat menjaga keberlanjutan di tengah arus
pembangunan infrastruktur yang masif?

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan
sumber daya ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi
nasional (Faroman dkk., 2018), termasuk proyek pembangunan
jalan tol (Ruas dkk., 2016). Termasuk infrastruktur transportasi
lainnya (Saleh dkk. 2025) Seperti jalan tol, bendungan,
pelabuhan, dan proyek strategis lainnya seiring dengan
pertumbuhan inovasi teknologi (Cheng dkk., 2023; Zhou dkk.,
2025). Di wilayah Kota Balikpapan dan Kota Samarinda



(Hidayat dkk., 2024.) Jalan tol di Kalimantan Timur, pertama
jalan tol Balikpapan-Samarinda memiliki panjang 99,02 km yang
menghubungkan kota Balikpapan dengan Samarinda (Rezky
dkk., 2023), kedua ruas jalan tol Balikpapan-IKN panjangnya
kurang lebih 47 kilometer, melintasi Pulau Balang sepanjang 30
KM, sisi positifnya memudahkan logistik antar kota, sisi
negatifnya memberikan dampak luar biasa bagi ekosistem (Hua
dkk., 2021). Proyek ini tidak hanya berdampak pada aspek
makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan pemindahan
pusat pemerintahan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap
usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar wilayah
pengembangan, yang merupakan faktor strategis dalam
perekonomian Indonesia. UMKM mencatat bahwa lebih dari 64
juta unit UMKM berkontribusi sekitar 60,5% terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) nasional (Dira dkk., 2023; Wibowo &
Aumeboonsuke, 2020), memiliki peran penting dalam
perekonomian daerah, terutama sebagai penggerak kegiatan
ekonomi dan penyedia lapangan kerja (Rodriguez-Gulias dkk.,
2024).

. Dampak terhadap UMKM

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar
utama dalam strategi pembangunan nasional Indonesia.
Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur IKN
memerlukan model yang efektif untuk memastikan tercapainya
tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas (Harta
et al., 2020). Pemerintah menempatkan sektor infrastruktur
sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta
meningkatkan daya saing bangsa. Hal ini tercermin dalam
berbagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJIMN), di mana infrastruktur selalu menjadi prioritas utama
untuk  mendukung pencapaian target pembangunan
berkelanjutan.



Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, Indonesia
menyaksikan percepatan pembangunan infrastruktur di
berbagai sektor, mulai dari transportasi darat, laut, dan udara
hingga energi, telekomunikasi, serta infrastruktur digital. Jalan
tol, pelabuhan, bandara, dan jaringan kereta api dibangun secara
masif untuk memperpendek jarak distribusi dan menekan biaya
logistik nasional. Menurut data Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas), pembangunan jalan tol dan
infrastruktur transportasi terbukti mampu menurunkan biaya
logistik yang sebelumnya mencapai 23-24% dari Produk
Domestik Bruto (PDB) menjadi lebih efisien.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia telah memasuki
fase percepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak
satu dekade terakhir, pemerintah menempatkan infrastruktur
sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi, dengan alokasi
belanja yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tidak hanya
fokus pada konektivitas fisik, kebijakan ini menggabungkan
pendekatan pemerataan wilayah, transformasi digital, dan
penguatan daya saing global. Proyek-proyek strategis seperti
Jalan Tol Trans-Sumatra, Tol Balikpapan-IKN, kereta cepat
Jakarta-Bandung, pelabuhan laut dalam di berbagai titik, serta
pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi
simbol ambisi tersebut. Di sisi lain, kehadiran infrastruktur
digital —misalnya jaringan serat optik Palapa Ring, ekspansi
layanan 5G, dan pembangunan pusat data nasional menandai
pergeseran paradigma pembangunan: dari sekadar membangun
jalan dan jembatan menjadi membentuk ekosistem konektivitas
yang menyeluruh, baik fisik maupun digital. Skala
pembangunan yang luas membawa dampak ganda yang tidak
dapat diabaikan. Secara makro, infrastruktur mampu memacu
pertumbuhan ekonomi, menurunkan biaya logistik, menarik
investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru. Akses
transportasi yang lebih cepat dan jaringan digital yang semakin
andal memperpendek jarak antar daerah, memungkinkan
distribusi barang dan jasa berlangsung lebih efisien. Kawasan-



kawasan yang sebelumnya terpencil mulai terintegrasi dalam
rantai pasok nasional bahkan internasional.

Namun, pengalaman berbagai negara dan temuan
empiris di Indonesia menunjukkan bahwa manfaat
pembangunan infrastruktur tidak selalu merata. Pertumbuhan
cenderung terkonsentrasi pada koridor yang langsung
tersambung ke proyek strategis, sementara wilayah di luar jalur
utama berpotensi mengalami ketertinggalan baru. Ketimpangan
spasial ini menuntut kebijakan yang tidak hanya menekankan
percepatan pembangunan, tetapi juga keadilan distribusi
manfaatnya. Di tengah arus besar transformasi ini, Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah menempati posisi yang unik sekaligus
rentan. UMKM menyumbang lebih dari 60 persen Produk
Domestik Bruto dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja
nasional, sehingga keberlangsungan mereka sangat menentukan
stabilitas ekonomi. Peningkatan konektivitas jelas membuka
peluang besar: rantai pasok yang lebih singkat menurunkan
biaya distribusi, pasar domestik dan global menjadi lebih mudah
dijangkau, serta akses bahan baku menjadi lebih lancar.

Banyak UMKM yang mampu memanfaatkan momentum
ini untuk memperluas skala usaha dan meningkatkan kualitas
produk. Namun, peluang tersebut disertai tantangan serius.
Pertama, meningkatnya arus investasi dan masuknya pelaku
usaha besar ke wilayah yang sama menciptakan persaingan
yang ketat. UMKM yang tidak memiliki modal kuat atau
jaringan  pemasaran luas Dberisiko terdesak. Kedua,
pembangunan fisik seperti jalan tol atau pelabuhan kerap
mengubah tata ruang dan memaksa relokasi. Biaya pindah
lokasi, kehilangan basis pelanggan lama, dan ketidakpastian izin
usaha menjadi beban tambahan. Ketiga, kehadiran infrastruktur
digital belum otomatis meningkatkan literasi teknologi di
kalangan pelaku UMKM. Banyak usaha mikro di daerah yang
masih menghadapi kendala modal, keterbatasan sumber daya
manusia, dan kurangnya keterampilan digital untuk
memanfaatkan peluang e-commerce, pemasaran daring, dan
sistem pembayaran elektronik.



Dimensi keberlanjutan semakin memperluas tantangan.
Pembangunan infrastruktur sering menimbulkan tekanan pada
lingkungan, seperti peningkatan emisi karbon, konversi lahan,
dan gangguan ekosistem. UMKM yang berada di sekitar proyek
harus menyesuaikan proses produksi agar selaras dengan
regulasi lingkungan, sekaligus merespons meningkatnya
tuntutan konsumen terhadap praktik bisnis yang ramah
lingkungan. Bagi banyak pelaku UMKM, integrasi prinsip
keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) bukan
hanya keharusan moral, tetapi menjadi prasyarat untuk
memperoleh dukungan pembiayaan dan mempertahankan
pangsa pasar jangka panjang. Pembangunan infrastruktur
memengaruhi kepadatan penduduk, tingkat kemakmuran, dan
adopsi teknologi di wilayah terdampak. Perubahan pada ketiga
aspek tersebut akan menentukan besarnya dampak lingkungan
dan ekonomi, termasuk terhadap kinerja UMKM.

UMKM menjadi landasan penting bagi perumusan
strategi keberlanjutan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya
diukur dari panjang jalan, jumlah jembatan, atau kapasitas
pelabuhan, tetapi juga dari sejauh mana infrastruktur mampu
menumbuhkan ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan, dan
memperkuat daya tahan UMKM. Tanpa perhatian yang serius
pada keberlanjutan, pembangunan yang dimaksudkan untuk
meningkatkan kesejahteraan justru berisiko menciptakan
ketimpangan baru. Selain transportasi fisik, pembangunan
infrastruktur juga menyasar sektor energi dan digital. Listrik
menjadi kebutuhan vital bagi dunia usaha, termasuk UMKM,
sehingga program elektrifikasi hingga pelosok desa menjadi
faktor penting dalam mendukung produktivitas. Di sisi lain,
pembangunan jaringan internet berkecepatan tinggi, Palapa
Ring, dan infrastruktur telekomunikasi lainnya membuka akses
lebih luas bagi UMKM untuk masuk ke ekosistem digital, baik
dalam pemasaran, pembayaran, maupun inovasi produk.

Fakta yang tidak terbantahkan adalah peran Usaha kecil
dan menengah (UKM) yang berjumlah sekitar 36,8 juta (99,9
persen) dengan kontribusi mereka dalam pembentukan PDB
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pada tahun 1998 sekitar 58,2 persen. Sementara jumlah koperasi
sebanyak 59,4 ribu unit merupakan pendukung utama
pembiayaan usaha mikro dan kecil. Dampak krisis ekonomi
pada dunia perbankan relatif kurang berpengaruh bagi usaha
mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) karena akses
UKMK terhadap perbankan kala itu sangat terbatas. Modal yang
diperlukan untuk mengembangkan usaha UMKMK lebih
banyak mengandalkan pada hasil usaha sendiri. Mereka
menjadi katup pengaman yang tangguh di tengah kenyataan
mekanisme pasar yang distortif, termasuk regulasi dan retribusi
yang dasar hukumnya kurang kuat dan proses perizinan yang
kurang transparan serta lemahnya komitmen dalam
mengembangkan UMKMK (Wilantara & Indrawan, 2016).
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
bukan hanya sektor yang dominan dalam jumlah unit usaha,
tetapi juga pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional jika
dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) dan struktur ketenagakerjaan. Berbagai data resmi dari
lembaga pemerintah dan internasional menunjukkan bahwa
sektor ini merupakan penggerak utama roda perekonomian
Indonesia, bahkan dalam kondisi normal maupun krisis.
Namun, pembangunan infrastruktur tidak hanya
membawa dampak positif, melainkan juga menghadirkan
sejumlah tantangan. Di wilayah perkotaan, misalnya,
pembangunan jalan tol baru dapat mendorong munculnya
pusat-pusat ekonomi baru sekaligus menyingkirkan pelaku
usaha kecil yang tidak siap menghadapi perubahan arus
konsumen. Di wilayah pedesaan, pembangunan infrastruktur
transportasi membuka peluang pasar yang lebih luas, tetapi
sekaligus memperbesar risiko kompetisi dengan produk-produk
dari luar daerah. Artinya, manfaat infrastruktur tidak selalu
terdistribusi secara merata, dan UMKM menjadi salah satu aktor
yang paling rentan merasakan dampaknya. Dalam kerangka
makroekonomi, = pembangunan  infrastruktur = memang
berkontribusi positif terhadap pertumbuhan nasional. Akan
tetapi, dalam kerangka mikro, dampaknya terhadap UMKM



sangat bervariasi, tergantung pada kesiapan pelaku usaha dalam
mengadaptasi perubahan. UMKM yang mampu memanfaatkan
akses pasar baru, memperbaiki efisiensi produksi, dan
mengadopsi teknologi akan memperoleh keuntungan besar dari
pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, UMKM yang kurang
adaptif justru berpotensi menghadapi penurunan profitabilitas,
bahkan ancaman insolvensi.

Oleh karena itu, konteks pembangunan infrastruktur
nasional perlu dipahami tidak hanya sebagai proyek fisik
semata, melainkan sebagai fenomena sosial-ekonomi yang
kompleks. Pembangunan ini membawa implikasi yang luas
terhadap ekosistem usaha, terutama UMKM yang menjadi
tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan latar inilah
pembahasan mengenai keberlanjutan UMKM di tengah
pembangunan infrastruktur menjadi sangat relevan, karena
mampu mengungkap sejauh mana pelaku usaha kecil dapat
bertahan, berkembang, dan beradaptasi dengan perubahan
struktural yang sedang berlangsung.

. Pentingnya Keberlanjutan UMKM

Keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) memiliki peran sentral dalam menjaga vitalitas
perekonomian lokal. Di banyak daerah, UMKM bukan hanya
aktor ekonomi, melainkan juga penggerak ekosistem sosial,
penyerap tenaga kerja, dan penjaga identitas budaya. Ketika
UMKM bertahan dan tumbuh secara berkelanjutan, dampak
positifnya menjalar ke berbagai lapisan masyarakat:
meningkatkan pendapatan rumah tangga, mengurangi
pengangguran, dan memicu perputaran ekonomi yang lebih
merata.

Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) menjadi bukti konkret. Di sejumlah provinsi,
sektor ini menyumbang lebih dari separuh nilai tambah
perekonomian daerah, jauh melampaui peran industri besar.
UMKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi, mampu
menyesuaikan produk dan layanan dengan selera lokal, serta
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memanfaatkan sumber daya setempat. Karakter ini menjadikan
UMKM sebagai penyangga utama ketika perekonomian
nasional menghadapi guncangan, seperti krisis finansial atau
pandemi. Dalam situasi semacam itu, UMKM terbukti lebih
cepat pulih karena skala wusahanya yang lincah dan
kedekatannya dengan konsumen. Namun, keberlanjutan
UMKM tidak sekadar berarti bertahan hidup dalam jangka
panjang. Oleh karena perlunya sinergi antara pelaku UMKM,
pemerintah dan swasta untuk mendukung pengembangan
kapasitas penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) handal dan
efektif.

Keberlanjutan =~ menuntut  keseimbangan  antara
pertumbuhan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan kelestarian
lingkungan. UMKM yang mengabaikan prinsip tersebut
berisiko kehilangan akses pasar, terutama ketika konsumen
semakin peduli pada praktik bisnis ramah lingkungan dan etis.
Integrasi nilai-nilai keberlanjutan—seperti efisiensi energi,
pengelolaan limbah, dan rantai pasok yang adil — menjadi faktor
penting dalam menjaga daya saing. Keberlanjutan juga terkait
erat dengan ketahanan perekonomian lokal. UMKM yang sehat
menciptakan efek berganda: mereka membeli bahan baku dari
pemasok lokal, mempekerjakan tenaga kerja setempat, dan
menyalurkan keuntungan kembali ke komunitas. Perputaran
ekonomi yang dihasilkan mengurangi ketergantungan pada
investasi eksternal dan memupuk kemandirian daerah.

Di wilayah yang mengalami pembangunan infrastruktur
besar-besaran, UMKM berperan sebagai jembatan antara
pertumbuhan nasional dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Mereka dapat menjadi penyedia jasa pendukung konstruksi,
penyedia kebutuhan konsumsi pekerja, hingga penggerak
wisata baru yang muncul berkat peningkatan aksesibilitas. Di
sisi kebijakan, keberlanjutan UMKM menjadi kunci bagi
pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang
inklusif. Program pendampingan, akses pembiayaan hijau, dan
peningkatan kapasitas digital perlu diarahkan agar UMKM
mampu mengelola risiko, memperluas pasar, dan menjaga



profitabilitas di tengah perubahan cepat. Ketika UMKM lokal
berhasil mempertahankan daya saing, perekonomian daerah
akan lebih resilien terhadap fluktuasi global dan disrupsi
teknologi.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur nasional,
menegakkan keberlanjutan UMKM bukan hanya upaya
melindungi sektor kecil, melainkan investasi jangka panjang
untuk stabilitas ekonomi Indonesia. Infrastruktur fisik yang
megah tidak akan optimal jika tidak disertai penguatan pelaku
usaha lokal yang menopang kehidupan sehari-hari masyarakat.
Dengan memadukan strategi adaptasi, inovasi teknologi, dan
komitmen pada prinsip lingkungan dan sosial, UMKM dapat
menjadi tulang punggung perekonomian lokal yang tidak hanya
bertahan, tetapi juga tumbuh seiring transformasi besar yang
tengah berlangsung. Hanim dan Noorman (2018). Menjelaskan
bahwa peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam
mendukung dan wajib mendorong UMKM agar maju yaitu
dengan:

1. Menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro, Usaha
Kecil, dan Usaha Menengah yang siap bermitra;
2. Mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;

@

Memfasilitasi dukungan kebijakan; dan

4. Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian
umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan
tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurut data
Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 64 juta unit UMKM
menyumbang sekitar 61% Produk Domestik Bruto (PDB)
nasional serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Angka ini
menunjukkan bahwa keberadaan UMKM bukan sekadar
pelengkap, melainkan fondasi utama yang menopang struktur
perekonomian nasional maupun lokal. Oleh karena itu,
keberlanjutan UMKM menjadi isu strategis yang tidak dapat
dipandang sebelah mata. Keberlanjutan UMKM mengandung
arti bahwa usaha kecil tidak hanya mampu bertahan dalam
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jangka pendek, tetapi juga memiliki kapasitas untuk tumbuh
dan berkembang secara konsisten dalam jangka panjang. Hal ini
mencakup kemampuan menjaga profitabilitas, mengelola risiko
usaha, serta mengantisipasi ancaman insolvensi.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur,
keberlanjutan UMKM semakin penting karena perubahan
lingkungan bisnis yang dihasilkan dapat menguntungkan
sekaligus merugikan. Di tingkat lokal, keberlanjutan UMKM
memiliki implikasi yang sangat luas. Pertama, UMKM menjadi
motor penggerak ekonomi daerah dengan menciptakan
lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran.
Kedua, UMKM berperan sebagai penyedia produk dan jasa yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga
menjaga stabilitas ekonomi domestik. Ketiga, UMKM berfungsi
sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat melalui
peningkatan pendapatan keluarga, keterampilan, dan
kemandirian ekonomi. Namun, pentingnya keberlanjutan
UMKM tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi
sosial dan budaya. Banyak UMKM yang berbasis pada potensi
lokal, seperti kerajinan tangan, kuliner tradisional, maupun jasa
berbasis komunitas. Jika keberlanjutan UMKM ini terjaga, maka
secara tidak langsung turut melestarikan identitas budaya serta
memperkuat kohesi sosial di masyarakat. Sebaliknya, apabila
UMKM tidak mampu bertahan menghadapi tantangan
pembangunan infrastruktur, maka yang terancam bukan hanya
aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan budaya lokal.

Beberapa UMKM juga diketahui mengalami dampak
positif dan negatif, termasuk tekanan likuiditas dan penurunan
laba bersih akibat gangguan rantai pasok dan akses pelanggan.
Namun, UMKM yang beradaptasi dengan teknologi digital dan
strategi diversifikasi menunjukkan ketahanan yang lebih tinggi.
Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) memiliki
beberapa tenant UMKM ternama, salah satunya Amplang.
Namun, UMKM lain juga mulai bermunculan, seperti Pawon
Prona dengan bisnis kateringnya, Mamapapa Bakery dengan
roti dan kue-kue lainnya, serta Chumbucked dengan bisnis kafe,



camilan amplang, dan makanan bekunya. Amplang juga
merasakan dampak pembangunan infrastruktur (Smith Purba,
2024).

Di sekitar jalan menuju IKN di Kecamatan Sepaku,
banyak yang mulai menekuni usaha kerupuk amplang. Salah
satunya adalah Okananti, 50 tahun, seorang produsen amplang
bandeng "Jo Noleh" yang tinggal di Desa Argo Mulyo,
Kecamatan Sepaku, yang termasuk dalam wilayah
pengembangan IKN. Dalam sehari, produksinya sekitar 8 kg
atau 32 bungkus. Dalam sebulan, ia bisa memproduksi lebih dari
1.000 bungkus, dan semuanya ludes terjual. Sejak IKN berdiri,
pendapatannya meningkat tiga kali lipat. Sejak IKN dibangun,
perekonomian masyarakat mengalami peningkatan yang
signifikan. Kami sangat merasakan dukungan dari pemerintah
(Indonesia, 2023).

Namun, UMKM juga merupakan sektor yang paling
rentan terhadap dampak lingkungan akibat pembangunan
infrastruktur skala besar (Meng dkk. 2025). Degradasi
lingkungan dapat mengurangi produktivitas, meningkatkan
biaya operasional, dan bahkan menyebabkan relokasi atau
penutupan usaha kecil dan menengah (Chetty dkk. 2024).
Terutama jika tidak ada mitigasi risiko yang tidak dapat
dipertahankan (Joy-Camacho dan Thornhill, 2024). Oleh karena
itu, penting untuk mengkaji bagaimana keberlanjutan UMKM
dapat  dipertahankan dalam  konteks pembangunan
infrastruktur melalui pendekatan yang tidak hanya
mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga dimensi
kependudukan, kesejahteraan, dan teknologi. Model IPAT dapat
berperan sebagai peredam guncangan dalam menjaga kinerja
bisnis.

Keberlanjutan UMKM juga menjadi kunci dalam
mewujudkan pembangunan inklusif. Infrastruktur yang
dibangun secara besar-besaran seharusnya tidak hanya
menguntungkan pelaku usaha besar, melainkan juga memberi
ruang bagi UMKM untuk tumbuh bersama. Oleh karena itu,
keberlanjutan UMKM harus dipandang sebagai prasyarat
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penting dalam menciptakan keseimbangan pembangunan.
Dengan  melihat  signifikansinya  dalam  menopang
perekonomian lokal, keberlanjutan UMKM dapat dipahami
sebagai isu strategis yang berdampak langsung pada stabilitas
nasional. Pembahasan ini menekankan bahwa tanpa
keberlanjutan UMKM, manfaat pembangunan infrastruktur
tidak akan optimal dan justru dapat memperlebar kesenjangan
ekonomi. Maka, menjaga dan menguatkan keberlanjutan
UMKM merupakan bagian integral dari upaya memperkuat
perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

. Tantangan dan Adaptasinya

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini berada
di persimpangan yang menuntut ketangguhan lebih besar
dibanding masa-masa sebelumnya. Pembangunan infrastruktur
yang meluas di berbagai daerah memang membuka peluang
pasar yang lebih luas, tetapi sekaligus mempertebal tantangan
mendasar yang sejak lama dihadapi: menjaga profitabilitas,
menghindari risiko insolvensi, dan beradaptasi dengan
percepatan digitalisasi. Tekanan terhadap profitabilitas terlihat
dari margin keuntungan yang kian tipis. Skala usaha yang kecil,
keterbatasan akses bahan baku, dan daya tawar yang lemah
membuat banyak UMKM sulit menekan biaya produksi. Ketika
jalan tol, pelabuhan, dan jalur distribusi baru menghadirkan
pesaing dari luar daerah, persaingan harga menjadi semakin
ketat. Di beberapa wilayah yang menjadi pusat pembangunan,
sewa lahan dan harga properti melonjak, memaksa pelaku usaha
mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk mempertahankan
lokasi strategis. Kenaikan harga energi dan fluktuasi biaya
logistik mempersempit ruang laba, sehingga kemampuan untuk
mempertahankan profitabilitas jangka panjang pun melemah.

Dampak lanjutan dari tekanan profit adalah
meningkatnya  risiko insolvensi. Banyak =~ UMKM
menggantungkan keberlangsungan operasional pada arus kas
harian; sedikit gangguan pendapatan dapat langsung
memengaruhi kemampuan membayar utang atau menutup



biaya tetap. Relokasi akibat perubahan tata ruang,
keterlambatan proyek, atau gangguan pasokan bisa memutus
aliran pendapatan mendadak. Sementara itu, akses terhadap
kredit formal masih terbatas, terutama bagi pelaku usaha yang
tidak memiliki agunan atau catatan keuangan yang rapi. Kondisi
ini mendorong sebagian UMKM mengambil pinjaman informal
berbunga tinggi, yang dalam jangka panjang justru
memperbesar beban keuangan dan mempercepat ancaman
kebangkrutan ketika pendapatan tidak stabil.

Di sisi lain, transformasi digital membawa peluang
sekaligus kesenjangan baru. Platform e-commerce, media sosial,
dan sistem pembayaran elektronik dapat memperluas pasar
serta menekan biaya promosi. Namun, literasi digital yang
belum merata, keterbatasan perangkat, dan minimnya modal
investasi membuat sebagian besar UMKM tertinggal. Di banyak
daerah yang baru menikmati internet berkecepatan tinggi, hanya
sebagian pelaku usaha yang mampu memanfaatkan peluang ini.
Perubahan perilaku konsumen yang bergerak cepat ke arah
belanja daring dan transaksi tanpa tunai semakin menuntut
kesiapan teknologi yang tidak semua UMKM miliki. Ketiga
tantangan ini saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain.
Profitabilitas yang lemah mengurangi kemampuan berinvestasi
dalam teknologi, sehingga adaptasi digital tertunda.
Keterlambatan digitalisasi membuat pangsa pasar menyusut,
pendapatan menurun, dan risiko gagal bayar meningkat.
Sebaliknya, keberhasilan memanfaatkan teknologi dapat
menekan biaya distribusi, memperluas jangkauan penjualan,
dan memperkuat ketahanan finansial. Namun langkah ke arah
itu memerlukan investasi awal, pendampingan, serta dukungan
pembiayaan yang tidak sedikit.

Pembangunan infrastruktur nasional, baik fisik maupun
digital, mempercepat dinamika ini. Jalan dan pelabuhan
memangkas waktu distribusi, tetapi juga mempertemukan
UMKM lokal dengan kompetitor berskala besar. Sementara itu,
jaringan serat optik dan layanan 5G membuka peluang
perdagangan lintas daerah, tetapi tanpa peningkatan
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keterampilan dan strategi pemasaran, potensi tersebut tidak
otomatis menyejahterakan pelaku usaha kecil. Di banyak lokasi,
percepatan pembangunan justru memicu kenaikan harga tanah
dan pergeseran pusat aktivitas ekonomi, memaksa UMKM
beradaptasi dalam waktu singkat. Situasi tersebut menuntut
kebijakan dan strategi yang lebih menyeluruh. Literasi keuangan
dan manajemen risiko perlu diperkuat agar pelaku usaha
mampu menjaga arus kas dan menekan risiko insolvensi.

Pendampingan dan pelatihan digital menjadi kunci untuk
memanfaatkan peluang pasar daring. Kebijakan tata ruang yang
berpihak pada usaha kecil dapat melindungi mereka dari
spekulasi lahan dan relokasi mendadak. Pemantauan berbasis
data, termasuk penggunaan model IPAT dengan pendekatan
ekonometrik, dapat membantu mengidentifikasi faktor paling
krusial yang memengaruhi profitabilitas dan keberlanjutan,
sehingga intervensi pemerintah dan lembaga keuangan lebih
tepat sasaran. Dengan langkah-langkah terintegrasi, UMKM
tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh di tengah arus
besar pembangunan infrastruktur. Profitabilitas yang stabil,
ketahanan menghadapi insolvensi, dan adaptasi digital yang
efektif menjadi kunci agar sektor ini tetap menjadi pilar
perekonomian lokal sekaligus motor pertumbuhan nasional di
era transformasi yang serba cepat.

Keberlanjutan UMKM secara umum juga dilihat dari
perspektif akses permodalan, digitalisasi, teknologi digital
(Zhao, 2024), atau hanya di sektor industri atau perkebunan
besar, dan infrastruktur (Loureiro dkk., 2020), seperti
bendungan, gedung, dan jalan tol (Anisa dkk., 2021). Sementara
itu, dampak pembangunan infrastruktur terhadap keberlanjutan
UMKM juga bisa dilihat melalui degradasi lingkungan yang
mempengaruhi  profitabilitas dan  risiko  insolvensi
(Chontanawat, 2018). Adapun keberlanjutan ini bisa dilihat dari
tiga teori utama yaitu pertama, Teori Modernisasi Ekologis
(Julkovski dkk., 2021), untuk memahami bagaimana kebijakan
dan inovasi mendorong harmonisasi antara pembangunan
infrastruktur dan lingkungan wuntuk menilai kapasitas



keberlanjutan UMKM. Kedua, Biaya Kesulitan Keuangan
(Purnanandam, 2008), untuk menilai tekanan dampak
lingkungan terhadap keuangan UMKM dan risiko
kebangkrutan melalui Altman Z-score, untuk profitabilitas dan
kebangkrutan. Ketiga, Teori Pembangunan Daerah (Dawkins,
2003), untuk mengetahui dampak pembangunan infrastruktur
yang memberikan manfaat langsung kepada pelaku di kawasan
UMKM (Li dkk., 2018).

Meskipun  memiliki  kontribusi  besar terhadap
perekonomian nasional, UMKM tidak terlepas dari berbagai
permasalahan yang menghambat keberlanjutan usahanya.
Permasalahan tersebut berkaitan dengan tiga aspek utama, yaitu
profitabilitas, risiko insolvensi, dan kemampuan adaptasi
terhadap digitalisasi. Ketiganya saling berkaitan dan
menentukan apakah sebuah UMKM mampu bertahan di tengah
perubahan struktural akibat pembangunan infrastruktur
maupun dinamika pasar global.

1. Profitabilitas

Profitabilitas mencerminkan kemampuan UMKM
dalam menghasilkan keuntungan secara konsisten dari
kegiatan usahanya. Bagi UMKM, menjaga tingkat
profitabilitas bukanlah perkara mudah. Skala usaha yang
kecil, keterbatasan modal, serta akses pasar yang masih
sempit membuat margin keuntungan relatif tipis. Selain itu,
banyak UMKM yang masih bergantung pada pola usaha
tradisional tanpa manajemen keuangan yang terstruktur,
sehingga sulit untuk melakukan efisiensi Dbiaya.
Pembangunan infrastruktur memang membuka peluang
baru berupa akses pasar yang lebih luas, tetapi pada saat
yang sama juga menghadirkan kompetisi yang lebih ketat,
baik dari sesama UMKM maupun dari perusahaan besar. Jika
UMKM tidak mampu meningkatkan produktivitas dan
kualitas produknya, maka potensi untuk mempertahankan
profitabilitas akan semakin sulit.
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2. Risiko Insolvensi

Selain  profitabilitas, masalah insolvensi atau
ketidakmampuan memenuhi kewajiban finansial juga
menjadi ancaman serius bagi UMKM. Kondisi ini biasanya
dipicu oleh lemahnya arus kas, tingginya biaya operasional,
serta ketidakmampuan mengelola utang. UMKM yang
rentan terhadap fluktuasi permintaan pasar akan lebih
mudah terjerat risiko insolvensi ketika terjadi penurunan
penjualan atau krisis ekonomi. Pembangunan infrastruktur
dapat memperparah risiko insolvensi apabila UMKM tidak
mampu beradaptasi. Misalnya, ketika jalur distribusi baru
justru mengalihkan konsumen ke wilayah lain, atau ketika
persaingan meningkat drastis akibat masuknya produk-
produk dari luar daerah. Tanpa strategi adaptif, UMKM akan
kesulitan menjaga stabilitas keuangan dan berisiko
mengalami kebangkrutan.

. Adaptasi Digital

Di era transformasi digital, kemampuan beradaptasi
dengan teknologi menjadi faktor kunci keberlanjutan
UMKM. Digitalisasi memberikan peluang besar bagi UMKM
untuk meningkatkan efisiensi produksi, memperluas
jangkauan pemasaran, serta memperkuat hubungan dengan
konsumen. Namun, kenyataannya banyak UMKM masih
menghadapi hambatan dalam mengadopsi teknologi digital,
baik karena keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya
literasi digital, maupun minimnya infrastruktur pendukung.

Pembangunan infrastruktur digital seperti jaringan
internet cepat dan sistem pembayaran elektronik
memberikan peluang besar bagi UMKM untuk tumbuh. Di
sisi lain, kesenjangan digital antara pelaku usaha yang melek
teknologi dan yang belum siap dapat memperlebar disparitas
dalam keberlanjutan usaha. UMKM yang lambat beradaptasi
dengan digitalisasi akan semakin tertinggal, bahkan
terancam kehilangan pangsa pasar. Secara keseluruhan,
permasalahan UMKM terkait profitabilitas, risiko insolvensi,
dan adaptasi digital perlu dipandang secara holistik. Ketiga



aspek ini tidak hanya menentukan daya tahan usaha, tetapi
juga  memengaruhi  kontribusi UMKM terhadap
perekonomian lokal maupun nasional. Dalam konteks
pembangunan infrastruktur, hal ini bisa jadi cara
mengungkap sejauh mana faktor-faktor tersebut berperan
dalam menentukan keberlanjutan UMKM, sehingga dapat
dirumuskan strategi yang lebih tepat untuk memperkuat
posisi UMKM di tengah perubahan ekonomi yang dinamis.
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UMKM SEBAGAI
PILAR EKONOMI

Pilar Ekonomi dan Agen Perubahan

Dalam teori ekonomi pembangunan, UMKM dipandang
sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang menjaga
keseimbangan struktur industri sekaligus menjadi motor
pertumbuhan wilayah. Konsep linkage effect menegaskan
kemampuan UMKM menciptakan efek pengganda: membuka
lapangan kerja, menstimulasi permintaan bahan baku lokal, dan
memperkuat konsumsi rumah tangga. Pandangan ini
menempatkan UMKM bukan sekadar entitas kecil yang
melengkapi sektor besar, melainkan aktor strategis yang
mendorong pertumbuhan inklusif, khususnya di daerah yang
sedang mengalami percepatan pembangunan infrastruktur.
Perspektif kewirausahaan modern menambahkan lapisan
pemahaman melalui konsep dynamic capabilities. UMKM yang
mampu mengidentifikasi peluang baru, berinovasi, dan belajar
secara berkelanjutan akan lebih tangguh menghadapi gejolak
eksternal. Dalam konteks pembangunan infrastruktur yang
membawa perubahan cepat pada pola distribusi, biaya logistik,
dan preferensi pasar, kemampuan beradaptasi ini menjadi kunci
untuk menjaga profitabilitas dan keberlanjutan. Berikut daftar
UMKM yang ada di rest area kawasan IKN tahun 2025 yaitu:



Tabel 2.1 UMKM terdampak pembangunan infrastruktur IKN

No Ul\lI\;III(IIi/I Nama Pemilik Jenis Usaha | Lokasi Usaha
1 |Dapoer Hastuti Makanan & Rest Area
Azizah Minuman Nusantara A
2 |Koperasi Edi Suryani Kriya/ Rest Area
Kesepakatan Fashion/ UP2K |Nusantara A
masyarakat
Sepaku
3 |Bulau Sayang |Ida Tuti Rusintan |Kriya/ Rest Area
Fashion/ UP2K |Nusantara A
4 |Sepaku Partini Tini Kriya/ Rest Area
Clothing Ritmik Fashion/ UP2K | Nusantara A
5 |Legato Guitar | Dadang Makanan & Rest Area
Darmawan Minuman Nusantara A
6 |Hidroponik |Sri Sudarwati Makanan & Rest Area
Nusantara Minuman Nusantara A
7 |Suraa Arts Suradi Kriya/ Rest Area
Fashion/ UP2K |Nusantara A
8 |Forum Supian Nur Makanan & Rest Area
Kesepakatan Minuman Nusantara A
Masyarakat
Sepaku
9 |Kedai Gibran |Lailatul Makanan & Rest Area
Rahmawati Minuman Nusantara A
10 | Kedai Qita Sarinah Makanan & Rest Area
Minuman Nusantara A
11 | Enkitchen Endah Makanan & Rest Area
Sulistyaningsih Minuman Nusantara A
12 | Pondok Miftachur Rahma | Makanan & Rest Area
Nusantara Minuman Nusantara A
13 | Warung Yati Dahlia Makanan & Rest Area
Ngelok Balik Minuman Nusantara A
14 |Duo Lestary |May Hartatik Makanan & Rest Area
Minuman Nusantara A
15 | Alifa Cake Alifa Makanan & Rest Area
Minuman Nusantara A
16 |Ginger Coffe |Yoehana Makanan & Rest Area
120 Minuman Nusantara A
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Nama

No UMKM Nama Pemilik Jenis Usaha | Lokasi Usaha
17 |Mie Ayam Kasno Makanan & Rest Area
Bakso Solo Minuman Nusantara A
Lek No
18 |Kafe Sepaku 4 | Didik Setiawan | Makanan & Rest Area
Minuman Nusantara A
19 | WP. Buana Anwar Sadat Makanan Rest Area
Nusantara Nusantara B
20 |Depot 88 Erwin Makanan Rest Area
Nusantara B
21 |RM. Ivan Wowling Makanan Rest Area
Anugerah Nusantara B
22 |Kuta Rekan |Eko Supriadi Makanan Rest Area
Tatau Nusantara B
23 | RM Bawi Everencia Makanan Rest Area
Ngaju Rentania Nusantara B
24 |Kedai Zoya |Ety Nurhayati Makanan Rest Area
Nusantara B
25 | Nyot-Nyot Saktyasita Dewi P | Minuman Rest Area
Fresh Drink Nusantara B
26 | Cashier - Pembayaran Rest Area
Nusantara B
27 |UMKM Juliana Kriya/ Rest Area
Sambar Fashion/ UP2K | Nusantara B
Berjaya
28 | Koperasi Ardiansyah Kriya/ Rest Area
Kesultanan Fashion/ UP2K |Nusantara B
Paser
Nusantara
29 |Kriya Sepaku |Nur Kriya/ Rest Area
Nusantara Fashion/ UP2K | Nusantara B
30 |Jo Noleh Okananti Kriya/ Rest Area
Fashion/ UP2K |Nusantara B
31 |Cita Rasa Putri Lestari Kriya/ Rest Area
Nusantara Fashion/ UP2K |Nusantara B
32 | Marcendise Diva Kriya/ Rest Area
Nusantara Fashion/ UP2K |Nusantara B
33 |Link U Herry Jasa Rest Area
Nurdiansyah Nusantara B
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Nama

No UMKM Nama Pemilik Jenis Usaha | Lokasi Usaha
34 | Pos Registrasi | M H Andrian Jasa Rest Area
/ Pijat Sehat Nusantara B
Refleksi
35 | Warung Wahyu Agus Makanan & HPK 2
Berkah Kurniawan Minuman
36 | Warung Leni |Leni Marlina Makanan & HPK 2
Minuman
37 |Kedai Rezky |Suharli Makanan & HPK 2
Minuman
38 |Depo Air Wahyuda Air Minum HPK 2
Galaxy Setiawan
39 |Kantin Ibu Yanti Jumar Makanan & HPK 2
Yanti Minuman
40 |Kantin Borneo | Asti Hermawati | Makanan & HPK 2
Minuman
41 |Warung KD | Purwati Sembako HPK 2
42 | Kantor Pos Wendy Nugroho |Layanan pos HPK 2
dan logistik
43 | Prasmanan Eva Makanan & HPK 1A
Sepaku Purnamaningsih | Minuman
44 | IPPU Mart Budi Kurniawan |Makanan & HPK 1A
Minuman
45 | Neng Sri Budi Kurniawan |Makanan & HPK 1A
Minuman
46 | Kantin Velmi Makanan & HPK 1A
Anugerah Minuman
47 | Barbershop Julio Pradana Jasa HPK 1A
48 | Tenda Rasa Mashadi Ismanto | Makanan & HPK 1A
Minuman
49 | Angkringan |Letnan Lumban |Makanan & HPK 1A
Anak Rantau |Batu Minuman
50 | RM Global Naomi Rante Makanan & HPK 1B-1
Mallo Minuman
51 |HPK Laundry | Emildha Hastuty |Jasa HPK 1B-1
52 | Prasmanan Sisca Ariyantie Makanan & HPK 1B-1
Nusantara Minuman
53 | Depot Kita Sunaryo Air Minum HPK 1B-1
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No UMKM Nama Pemilik Jenis Usaha | Lokasi Usaha
54 |Kedai Qita Sarinah Makanan & HPK 1B-1
Minuman
55 | Kizy Restya Galhiana S | Makanan & HPK 1B-1
Minuman
56 |IWAPI Mart | Alissa Varliana Sembako HPK 1B-1
57 | Ayam Petok |Nina Pretyana Makanan & HPK 1B-1
Minuman
58 | AHM Partini Makanan HPK 1B-1
Collection
(Oleh-oleh
IKN)
59 | Koperasi Edi Suryani Jasa HPK 1B-1
TKBM
Kesepakatan
Masyarakat
Sepaku
60 |Kedai Julia Juliana Leonita Makanan & HPK 1B-1
Minuman
61 | Nusantara Mutia Sembako HPK 1B-2
Mart
62 |Eeng Wangsa |Reinca Wanga Makanan & HPK 1B-2
Minuman
63 | Kedai Shin Sherlili Makanan & HPK 1B-2
Minuman
64 | Dapurku Nancy Mamesah |Makanan & HPK 1B-2
Minuman
65 | Kantin Mawar | Rano Sapran Makanan & HPK 1B-2
Jaya Minuman
66 |LSG Mie Kasdi Makanan & HPK 1B-2
Ayam Bakso Minuman
Solo
67 | Adestrila Agus Tri Santoso | Makanan & HPK 1B-2
Kitchen Minuman
68 |Laris Wachid Noor Makanan & HPK 1B-2
Gorengan Basuki Minuman
69 |Warung Rizkiyatul Makanan & HPK 1C
Nusantara Hasanah Minuman
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No UI\II\ZII?;/I Nama Pemilik Jenis Usaha | Lokasi Usaha

70 |Kantin Titin | Dinda Nuvea Makanan & HPK 1C
Minuman

71 |Sedap Kantin | Arif Muhtadin Makanan & HPK 1C
Minuman

Sumber: otorita IKN, 2025

Bedasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa Data ini
memuat daftar 71 UMKM yang terdampak proyek infrastruktur
IKN per 22 Juli 2025. UMKM tersebut tersebar di beberapa lokasi
strategis, terutama di Rest Area Nusantara A dan B serta di HPK
(Hunian Penduduk Kawasan) 1A, 1B, 1C, dan HPK 2. Mayoritas
UMKM bergerak di bidang makanan dan minuman, seperti
warung, kedai, prasmanan, kantin, dan coffee shop. Ada juga
UMKM vyang bergerak di kriya, fashion, dan UP2K, termasuk
usaha kerajinan tangan, pakaian, koperasi, dan merchandise.
Sektor jasa juga hadir, misalnya barbershop, laundry, layanan
pos, dan pijat refleksi. Beberapa UMKM lain fokus pada
sembako dan air minum. Pemilik UMKM terdiri dari perorangan
maupun koperasi, dengan beberapa nama yang muncul lebih
dari satu kali karena memiliki lebih dari satu usaha. Lokasi
seperti Rest Area Nusantara A dan B memiliki konsentrasi
UMKM tertinggi, khususnya usaha makanan dan minuman,
sementara HPK 1B-1, 1B-2, dan HPK 2 menampung kombinasi
UMKM makanan, minuman, jasa, dan sembako. Secara
keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa proyek infrastruktur
IKN berdampak luas pada berbagai jenis UMKM, baik usaha
kecil individu maupun koperasi, dan tersebar di titik-titik
strategis yang sering dikunjungi masyarakat. Banyak UMKM
yang terdampak bergerak di sektor makanan dan minuman,
yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal di sekitar proyek.
Berikutnya untuk memahami UMKM tersebut diperlukan
strategi yang tepat sebagai berikut:
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1. Keberlanjutan dan Lingkungan

Keberlanjutan dibangun di atas gagasan triple bottom
line, yakni keseimbangan antara keuntungan ekonomi,
kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. UMKM
yang hanya mengejar profit jangka pendek berisiko
kehilangan daya tahan ketika sumber daya alam menipis
atau ketika masyarakat menuntut praktik bisnis yang lebih
etis. Konsep green economy menekankan integrasi prinsip
ramah lingkungan dalam proses produksi dan distribusi,
mendorong efisiensi energi, pengurangan limbah, dan
inovasi teknologi bersih. Dalam konteks pembangunan
infrastruktur—yang  kerap mengubah tata ruang,
menimbulkan polusi, atau memicu alih fungsi lahan —teori
ini memberikan kerangka berpikir untuk menilai apakah
UMKM dapat tetap menguntungkan sekaligus menjaga daya
dukung lingkungan. Keberlanjutan, dengan demikian, bukan
sekadar pilihan moral, tetapi strategi bisnis yang
menentukan daya saing jangka panjang.

. Profitabilitas dan Risiko Insolvensi

Dalam literatur keuangan, profitabilitas dipahami
sebagai indikator utama keberhasilan usaha, namun dicapai
melalui keseimbangan antara risiko dan imbal hasil (risk-
return trade off). Bagi UMKM, keterbatasan modal, fluktuasi
permintaan, dan ketergantungan pada rantai pasok lokal
membuat pengelolaan risiko semakin krusial. Konsep
insolvensi, yang mengacu pada ketidakmampuan
perusahaan memenuhi kewajiban finansial, banyak diulas
melalui model ekonometrik seperti Altman Z-Score, logit,
dan probit. Teori-teori ini menyoroti bahwa kegagalan usaha
tidak hanya ditentukan oleh faktor internal —seperti rasio
likuiditas atau leverage tetapi juga oleh faktor eksternal,
misalnya kebijakan pembangunan infrastruktur yang
mengubah biaya logistik, pola distribusi, dan kompetisi
pasar.



3. Digitalisasi dan Inovasi

Era pembangunan infrastruktur saat ini berjalan
beriringan dengan akselerasi digital. Teori difusi inovasi
Everett Rogers menjelaskan bahwa adopsi teknologi
mengikuti tahap kesadaran, minat, evaluasi, percobaan, dan
adopsi penuh. UMKM yang cepat melalui tahapan ini dapat
memanfaatkan  teknologi  e-commerce, pembayaran
nontunai, dan manajemen rantai pasok berbasis data untuk
menekan biaya sekaligus memperluas pasar. Ekonomi digital
juga memunculkan konsep network effects, di mana nilai suatu
platform  meningkat seiring jumlah penggunanya.
Pemahaman ini penting untuk menjelaskan mengapa UMKM
yang memanfaatkan ekosistem digital akan memiliki
peluang pertumbuhan eksponensial dibandingkan yang
tetap bergantung pada mekanisme konvensional.

UMKM diposisikan sebagai aktor ekonomi yang harus
mengoptimalkan  profitabilitas, meminimalkan risiko
insolvensi, dan menjaga keseimbangan sosial-lingkungan
melalui inovasi teknologi. Pembangunan infrastruktur
berperan ganda sebagai katalis pertumbuhan sekaligus
sumber tekanan. Keberlanjutan UMKM merupakan topik
multidimensi yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika
ekonomi, sosial, maupun teknologi. Di satu sisi,
keberlanjutan mengandung makna kemampuan usaha untuk
terus bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.
Namun di sisi lain, keberlanjutan juga menyangkut aspek
manajerial, seperti bagaimana UMKM mampu menjaga
profitabilitas, mengelola arus kas, serta mengantisipasi
kemungkinan  terjadinya  insolvensi. = Pembangunan
infrastruktur yang massif semakin menegaskan pentingnya
pembahasan ini, karena transformasi fisik yang terjadi pada
wilayah akan selalu membawa konsekuensi pada ekosistem
usaha kecil dan menengah.
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Keberlanjutan UMKM

Konsep keberlanjutan (sustainability) telah menjadi salah
satu paradigma utama dalam pembahasan pembangunan,
bisnis, dan kebijakan publik. Secara etimologis, keberlanjutan
berasal dari kata “sustain” yang berarti menopang atau menjaga
agar sesuatu tetap berlangsung, dan “ability” yang merujuk
pada kemampuan. Dengan demikian, keberlanjutan
mencerminkan kemampuan suatu sistem untuk bertahan dalam
jangka panjang tanpa menimbulkan kerusakan pada fondasi
yang menopangnya. Keberlanjutan UMKM merupakan gagasan
menyeluruh yang menempatkan usaha mikro, kecil, dan
menengah sebagai pelaku ekonomi yang tidak hanya mengejar
laba, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan kelestarian
lingkungan agar generasi mendatang tetap memiliki ruang
hidup yang layak. Konsep ini berpijak pada pemikiran bahwa
kegiatan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari ekosistem sosial
dan alam yang menopangnya. Beberapa contoh gambar UMKM
yang berada di kawasan sekitaran IKN dan rest area yang
terdampak infrastruktur yaitu:
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Gambar 2.1 UMKM di sekitaran IKN



Bedasarkan gambar diatas memperlihatkan sebuah usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berada di sekitar
kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Warung dari RM Lodho
yang beralamat di jalan Negara yang sudah membuka usaha 10
tahun, pendapatan mereka umumnya bisa naik bisa turun, dan
dipengaruhi musim, sejak adanya pembangunan IKN, terlihat
sedang berdiri di depan sebuah warung atau tempat usaha yang
menjual produk makanan, seperti ayam kampung dan bebek
kampung, mengaku omzetnya naik signifikan karena para
pekerja pembangunan IKN singgah di warung tersebut hingga
saat ini.
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Gambar 2.2 UMKM di IKN

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa
terdapat kios-kios yang dikelola Otoritas IKN bidang
Pemberdayaan masyarakat sebanyak 71 UMKM yang berada di
rest area KIPP IKN, terkait pendapatan usaha mereka mengaku
naik hingga 100% sejak pembangunan kawasan Ibu Kota
Nusantara tersebut ujar pemilik Amplang Jo Noleh. UMKM
yang berkelanjutan berarti usaha yang mampu bertahan
menghadapi guncangan pasar, tumbuh dalam jangka panjang,
dan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat
sekaligus melindungi daya dukung lingkungan. Dari sisi
ekonomi, keberlanjutan berarti lebih dari sekadar menjaga
profitabilitas. Ia menuntut ketahanan finansial, manajemen
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risiko yang cermat, serta kemampuan berinovasi agar tetap
kompetitif. UMKM perlu memiliki akses pembiayaan yang
beragam, sistem akuntansi yang transparan, dan strategi
diversifikasi produk maupun pasar. Ketika pembangunan
infrastruktur membuka akses transportasi dan logistik baru,
UMKM yang berkelanjutan dapat memanfaatkannya untuk
memperluas jangkauan distribusi, menekan biaya, dan
menciptakan nilai tambah yang berkesinambungan.

Profit yang dihasilkan tidak hanya dipakai untuk
pertumbuhan usaha, tetapi juga untuk investasi jangka panjang,
seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan
teknologi. Keberlanjutan juga mencakup dimensi sosial yang
menekankan peran UMKM sebagai agen pemberdayaan
masyarakat. Usaha kecil yang berkelanjutan memberi kontribusi
nyata melalui penciptaan lapangan kerja yang adil, peningkatan
kapasitas tenaga kerja lokal, dan kemitraan yang setara dengan
berbagai pihak. Prinsip inklusivitas mendorong UMKM
membuka peluang bagi kelompok rentan seperti perempuan,
pemuda, dan masyarakat adat agar mereka tidak tertinggal
dalam arus pembangunan. Dengan mengutamakan etika bisnis
dan tanggung jawab sosial, UMKM membantu menjaga kohesi
sosial, memperkuat jaringan komunitas, dan menciptakan rasa
memiliki yang lebih luas terhadap pembangunan ekonomi.

Aspek lingkungan tidak kalah penting. UMKM yang
berkelanjutan harus menjalankan praktik usaha yang ramah
ekosistem, mulai dari pengelolaan limbah, pemilihan bahan
baku yang dapat diperbarui, hingga efisiensi energi.
Pembangunan infrastruktur sering membawa dampak seperti
perubahan tata ruang, peningkatan emisi, atau tekanan pada
sumber daya alam. Dalam situasi ini, UMKM dituntut untuk
meminimalkan jejak ekologis melalui penerapan prinsip
ekonomi sirkular dan teknologi bersih. Komitmen ini bukan
semata-mata sikap etis, melainkan strategi bisnis: konsumen dan
mitra dagang semakin menghargai produk serta proses yang
berwawasan lingkungan, sehingga keberlanjutan ekologis
menjadi  keunggulan  kompetitif. = Transformasi  digital



memperkuat seluruh dimensi keberlanjutan tersebut.
Pemanfaatan teknologi informasi dari pemasaran daring, sistem
pembayaran elektronik, hingga manajemen inventori berbasis
data membantu UMKM mengurangi biaya, menghemat waktu,
dan memaksimalkan peluang pasar. Digitalisasi juga
memungkinkan pengukuran kinerja sosial dan lingkungan
secara transparan, misalnya melalui pelaporan emisi atau
penggunaan  energi yang  terdokumentasi.  Dengan
memanfaatkan teknologi, UMKM dapat menjangkau konsumen
lintas wilayah, memperluas pasar ekspor, dan tetap relevan
dalam ekonomi yang semakin terhubung.

Pembangunan infrastruktur nasional memberikan
peluang dan tantangan yang menuntut adaptasi strategis. Jalan
tol, pelabuhan, jaringan energi, dan konektivitas internet
menurunkan biaya distribusi dan membuka pasar baru. Namun,
peningkatan harga lahan, persaingan dari perusahaan besar, dan
pergeseran pola konsumsi bisa menimbulkan tekanan pada
usaha kecil. UMKM yang berkelanjutan harus mampu membaca
dinamika ini, memanfaatkan infrastruktur sebagai modal
pertumbuhan, sekaligus mengantisipasi dampak negatifnya
melalui perencanaan bisnis jangka panjang dan kolaborasi
dengan berbagai pemangku kepentingan. Keseluruhan gagasan
tersebut berpijak pada prinsip triple bottom line people, planet,
profit yang menekankan keserasian antara kemakmuran
ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan.
Keberhasilan UMKM diukur bukan hanya dari besarnya
pendapatan, tetapi dari sejauh mana usaha tersebut
menyejahterakan karyawan dan komunitas sekitar, menjaga
kualitas lingkungan, dan mendukung stabilitas ekonomi
nasional. Integrasi ketiga dimensi ini menegaskan bahwa
keberlanjutan bukanlah tambahan kosmetik, melainkan strategi
inti bisnis. Dengan menerapkan konsep keberlanjutan secara
menyeluruh, UMKM dapat menjadi aktor utama dalam
pembangunan nasional yang inklusif. Mereka bukan hanya
penerima dampak pembangunan infrastruktur, tetapi juga
penggerak inovasi, pelindung lingkungan, dan pilar
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kesejahteraan sosial. Dalam jangka panjang, UMKM yang
berorientasi pada keberlanjutan akan memiliki ketahanan yang
lebih kuat menghadapi krisis, baik akibat disrupsi teknologi,
perubahan iklim, maupun fluktuasi ekonomi global, sehingga
mampu memberikan kontribusi yang konsisten terhadap
pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Definisi keberlanjutan pertama kali mendapatkan
legitimasi global melalui laporan Our Common Future yang
diterbitkan oleh World Commission on Environment and
Development (WCED) atau yang lebih dikenal sebagai Brundtland
Report (1987). Laporan tersebut mendefinisikan pembangunan
berkelanjutan sebagai:

“Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang
tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk
memenuhi kebutuhan mereka sendiri.”

Definisi ini menekankan adanya keseimbangan antara
kebutuhan manusia saat ini dengan kapasitas sistem alam,
sosial, dan ekonomi untuk mendukung kehidupan di masa
depan. Dengan kata lain, keberlanjutan menuntut adanya sinergi
antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian
lingkungan.

Dalam perkembangannya, konsep keberlanjutan semakin
diperkaya melalui teori Triple Bottom Line (TBL) yang
diperkenalkan oleh John Elkington (1997). TBL menegaskan
bahwa keberlanjutan tidak hanya bergantung pada aspek Profit
(ekonomi), melainkan juga harus memperhatikan People (sosial)
dan Planet (lingkungan). Kerangka ini menjadi pijakan bagi
banyak organisasi, termasuk UMKM, dalam menyusun strategi
usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial,
tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan ekologi.

Lebih lanjut, keberlanjutan juga dapat dilihat dalam tiga
dimensi utama:

1. Dimensi Ekonomi: kemampuan organisasi atau usaha untuk
mempertahankan profitabilitas, efisiensi, dan daya saing
jangka panjang.



2. Dimensi Sosial: komitmen terhadap kesejahteraan tenaga
kerja, komunitas lokal, serta kontribusi positif terhadap
masyarakat luas.

3. Dimensi Lingkungan: tanggung jawab dalam menjaga
kelestarian sumber daya alam, efisiensi energi, serta
pengurangan limbah atau emisi.

Pada ranah UMKM, keberlanjutan memiliki makna yang
lebih kontekstual. UMKM yang berkelanjutan bukan hanya yang
mampu bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi, melainkan
juga yang dapat beradaptasi terhadap perubahan struktural
seperti pembangunan infrastruktur, perkembangan teknologi
digital, dan dinamika pasar global.

Keberlanjutan UMKM dapat ditinjau melalui beberapa
indikator penting, antara lain:

1. Kinerja Ekonomi: kemampuan menjaga profitabilitas yang
stabil, meningkatkan omzet, dan mengurangi biaya
operasional.

2. Ketahanan Finansial: kemampuan mengelola risiko
insolvensi, menjaga arus kas positif, dan mempertahankan
akses terhadap pembiayaan.

3. Inovasi dan Teknologi: sejauh mana UMKM mampu
mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi
produksi, pemasaran, dan distribusi.

4. Dampak Sosial: peran UMKM dalam menciptakan lapangan
kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta
memperkuat struktur sosial-ekonomi lokal.

5. Ketangguhan Usaha: daya adaptasi dalam menghadapi
guncangan  eksternal, baik akibat pembangunan
infrastruktur, perubahan kebijakan, maupun krisis global.

Dengan demikian, keberlanjutan UMKM dalam buku ini
dipahami sebagai kemampuan UMKM untuk bertahan,
beradaptasi, dan berkembang secara konsisten di tengah
perubahan lingkungan eksternal yang dipicu oleh
pembangunan infrastruktur. Penekanan khusus diberikan pada
aspek profitabilitas, risiko insolvensi, dan pemanfaatan

35



36

teknologi, karena ketiga hal tersebut merupakan pilar utama
bagi keberlangsungan UMKM dalam jangka panjang.

. Pilar Utama Keberlanjutan

Keberlanjutan tidak dapat dilepaskan dari tiga pilar
utama yang saling terkait, yaitu ekonomi, sosial, dan
lingkungan. Ketiga dimensi ini dikenal sebagai konsep Triple
Bottom Line (TBL) yang dikembangkan oleh Elkington (1997).
Penerapannya dalam konteks UMKM memberikan gambaran
menyeluruh mengenai bagaimana usaha dapat bertahan jangka
panjang sekaligus memberi kontribusi positif bagi masyarakat
dan lingkungan.

1. Dimensi Ekonomi
Dimensi  ekonomi  menekankan  pentingnya
profitabilitas dan ketahanan finansial bagi keberlanjutan

UMKM. Suatu usaha dikatakan berkelanjutan apabila

mampu menjaga arus kas positif, memperoleh laba yang

stabil, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, dimensi

ekonomi mencakup:

a. Akses terhadap pasar baru yang terbuka akibat adanya
jalan tol, transportasi, atau fasilitas logistik.

b. Kemampuan menjaga  profitabilitas di tengah
meningkatnya persaingan yang dibawa oleh integrasi
ekonomi.

c. Pengelolaan risiko insolvensi, yakni kemampuan
menghindari kegagalan usaha akibat beban biaya tinggi
atau penurunan pendapatan.

d. Efisiensi operasional, termasuk pemanfaatan teknologi
untuk menekan biaya dan meningkatkan produktivitas.

Keberlanjutan ekonomi pada UMKM berarti usaha
tidak hanya mampu bertahan dalam jangka pendek, tetapi
juga memiliki strategi pertumbuhan jangka panjang yang
sehat dan adaptif terhadap perubahan eksternal.



2. Dimensi Sosial
Dimensi sosial dalam keberlanjutan menekankan
peran usaha dalam mendukung kesejahteraan manusia, baik
pekerja, konsumen, maupun komunitas sekitar. UMKM yang
berkelanjutan bukan hanya yang menghasilkan keuntungan,
tetapi juga yang berkontribusi terhadap pembangunan sosial
dan kohesi masyarakat. Aspek sosial dapat dilihat melalui:

a. Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal,
terutama di wilayah terdampak pembangunan
infrastruktur.

b. Peningkatan kesejahteraan pekerja, melalui pemberian
upah layak, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang
sehat.

c. Keterlibatan komunitas, misalnya dalam bentuk
kemitraan dengan kelompok masyarakat sekitar.

d. Tanggung jawab sosial, seperti menjaga hubungan yang
adil dengan konsumen, pemasok, dan stakeholder
lainnya.

Dalam jangka panjang, UMKM yang memperhatikan
dimensi sosial akan memiliki legitimasi yang lebih kuat di
mata masyarakat, serta loyalitas konsumen dan pekerja yang
lebih tinggi.

3. Dimensi Lingkungan
Dimensi lingkungan berkaitan dengan bagaimana
kegiatan usaha memengaruhi ekosistem dan sumber daya
alam. Pembangunan infrastruktur sering kali membawa
dampak ekologis, dan UMKM di wilayah terdampak juga
perlu menyesuaikan diri agar tidak terjebak pada praktik
yang merusak lingkungan. Aspek lingkungan yang relevan
bagi UMKM meliputi:
a. Efisiensi penggunaan sumber daya, seperti energi, air, dan
bahan baku.
b. Pengelolaan limbah dan emisi, termasuk penerapan
produksi bersih dan ramah lingkungan.
c. Penggunaan teknologi hijau, baik dalam produksi,
distribusi, maupun kemasan produk.
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d. Konservasi lingkungan lokal, misalnya menjaga
keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi basis
usaha (pertanian, perikanan, pariwisata, dll).

Penerapan dimensi lingkungan tidak hanya sebatas
kewajiban etis, tetapi juga dapat menjadi sumber nilai
tambah bagi UMKM. Produk ramah lingkungan kini
memiliki permintaan yang meningkat, terutama di era
konsumen yang semakin sadar akan isu keberlanjutan
(sustainability awareness). Ketiga dimensi tersebut saling
terkait dan tidak dapat dipisahkan. UMKM hanya dapat
disebut berkelanjutan apabila mampu menyeimbangkan
profitabilitas ekonomi, kontribusi sosial, dan kepedulian
lingkungan. Ketidakseimbangan pada salah satu dimensi
berpotensi mengancam keberlanjutan usaha itu sendiri.
Misalnya:

a. UMKM yang hanya fokus pada keuntungan ekonomi
tetapi mengabaikan aspek sosial bisa kehilangan
legitimasi sosial.

b. UMKM yang hanya memperhatikan aspek sosial tanpa
memperhatikan efisiensi ekonomi dapat menghadapi
risiko kebangkrutan.

c. UMKM yang mengabaikan aspek lingkungan berpotensi
menghadapi masalah hukum, reputasi, atau penolakan
konsumen.

Dengan demikian, dimensi ekonomi, sosial, dan
lingkungan menjadi kerangka komprehensif dalam menilai
keberlanjutan UMKM terdampak pembangunan
infrastruktur.



BAB PRINSIP

KEBERLANGSUNGAN
UMKM

A. Prinsip Utama Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan UMKM bukan sekadar daftar
ukuran kinerja, melainkan cerminan menyeluruh dari
kemampuan sebuah usaha kecil untuk bertahan, beradaptasi,
dan berkembang dalam jangka panjang. Di tengah percepatan
pembangunan infrastruktur dan transformasi digital, prinsip ini
menjadi kompas yang membantu pelaku usaha, pemerintah,
dan pemangku kepentingan lain menilai sejauh mana UMKM
mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi,
kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Keberlanjutan
yang dimaksud bukan hanya tentang keuntungan finansial,
tetapi juga tentang ketahanan menghadapi perubahan
struktural, kesiapan teknologi, dan kontribusi nyata bagi
komunitas sekitar. Pada sisi ekonomi, keberlanjutan UMKM
diukur melalui profitabilitas jangka panjang, pertumbuhan
pendapatan yang stabil, efisiensi biaya, serta kemampuan
mengelola arus kas secara sehat. Profitabilitas yang konsisten
menandakan bahwa usaha memiliki model bisnis yang kokoh,
mampu menghadapi fluktuasi permintaan, dan tidak
bergantung pada satu sumber pendapatan. Tingkat likuiditas
dan akses ke pembiayaan formal juga penting karena
menunjukkan kepercayaan lembaga keuangan terhadap
prospek UMKM.
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Di era pembangunan infrastruktur, prinsip tambahan
seperti kemampuan memanfaatkan akses logistik, distribusi
yang lebih cepat, dan keterhubungan dengan rantai pasok
regional atau nasional menjadi penanda daya saing ekonomi
yang semakin relevan. Dari perspektif sosial, prinsip
keberlanjutan ~ mencakup  kontribusi nyata terhadap
kesejahteraan masyarakat. UMKM yang berkelanjutan tidak
hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menyediakan
kondisi kerja yang layak, gaji yang adil, dan peluang
pengembangan keterampilan. Tingkat partisipasi perempuan,
pemuda, serta kelompok marjinal mencerminkan keberpihakan
pada kesetaraan dan inklusi. Hubungan yang harmonis dengan
komunitas lokal, partisipasi dalam kegiatan sosial, serta
kemitraan dengan lembaga pendidikan atau organisasi
masyarakat menjadi tanda bahwa UMKM berperan sebagai
penggerak pembangunan sosial di lingkungannya. Di kawasan
yang terdampak pembangunan infrastruktur, prinsip ini juga
terlihat dari bagaimana UMKM menjaga kohesi sosial dan
mencegah terjadinya marginalisasi kelompok rentan. Dalam
dimensi lingkungan, prinsip keberlanjutan meliputi pemakaian
energi dan air yang efisien, pengelolaan limbah yang
bertanggung jawab, dan adopsi bahan baku ramah lingkungan.
UMKM yang mampu mengurangi emisi karbon, meminimalkan
limbah, dan memanfaatkan sumber daya terbarukan
menunjukkan kesadaran ekologis yang tinggi. Penerapan
prinsip ekonomi sirkular, misalnya melalui daur ulang bahan
produksi atau penggunaan kemasan ramah lingkungan,
semakin menjadi tolok ukur penting. Sertifikasi lingkungan,
seperti ISO 14001 atau standar nasional sejenis, dapat menjadi
bukti formal bahwa usaha telah berkomitmen menjaga
ekosistem.

Era digital menambahkan dimensi baru berupa prinsip
transformasi  teknologi. Tingkat pemanfaatan teknologi
informasi, mulai dari pemasaran berbasis media sosial, e-
commerce, hingga sistem manajemen berbasis cloud,
menandakan kesiapan UMKM menghadapi persaingan global.



Integrasi digital tidak hanya memperluas jangkauan pasar,
tetapi juga memungkinkan pengelolaan data yang lebih akurat
untuk pengambilan keputusan strategis. UMKM yang mampu
memanfaatkan teknologi otomatisasi, analitik data, atau aplikasi
keuangan daring akan lebih cepat beradaptasi dengan
perubahan perilaku konsumen dan tuntutan efisiensi.

Di luar aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknologi,
keberlanjutan juga ditentukan oleh prinsip ketahanan dan
adaptabilitas. =~ Ketahanan merujuk pada kemampuan
menghadapi krisis seperti bencana alam, pandemi, atau
guncangan ekonomi, sementara adaptabilitas mencakup
kecepatan merespons kebijakan baru, perubahan harga bahan
baku, atau pergeseran pola konsumsi. Dalam konteks
pembangunan infrastruktur, prinsip ini terlihat dari kesiapan
UMKM memanfaatkan peluang pasar baru, seperti
meningkatnya arus wisata atau terbukanya akses distribusi,
sekaligus mengantisipasi risiko seperti persaingan ketat atau
kenaikan harga lahan. Keseluruhan prinsip tersebut tidak berdiri
sendiri, melainkan saling menguatkan. Profitabilitas tanpa
tanggung jawab sosial atau kepedulian lingkungan hanya
memberikan pertumbuhan jangka pendek. Demikian pula,
kepedulian lingkungan tanpa fondasi ekonomi yang sehat tidak
akan menjamin kelangsungan usaha.

Dengan menilai semua dimensi ini secara terpadu,
ekonomi, sosial, lingkungan, teknologi, serta ketahanan pelaku
UMKM dapat merancang strategi yang benar-benar
berkelanjutan. Bagi pemerintah dan pemangku kepentingan,
prinsip ini menjadi dasar perumusan kebijakan yang
mendorong pembangunan inklusif, memastikan bahwa
kemajuan infrastruktur membawa manfaat yang adil dan lestari
bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk menilai apakah UMKM
dapat dikategorikan berkelanjutan, diperlukan seperangkat
prinsip yang mampu menggambarkan kondisi usaha secara
menyeluruh. Prinsip ini umumnya mencakup dimensi ekonomi,
sosial, dan lingkungan, serta aspek adaptasi teknologi yang kini
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menjadi faktor penting dalam era digital dan pembangunan
infrastruktur.
1. Prinsip Ekonomi
Prinsip ekonomi digunakan untuk mengukur daya
tahan finansial dan kemampuan usaha menghasilkan
keuntungan berkelanjutan. Beberapa prinsip utama adalah:
a. Profitabilitas usaha: margin keuntungan bersih, return on
assets (ROA), dan return on equity (ROE).
b. Pertumbuhan omzet/penjualan: konsistensi peningkatan
pendapatan dari waktu ke waktu.
c. Stabilitas arus kas: kemampuan menjaga arus kas positif
untuk operasional jangka pendek.
d. Efisiensi biaya: rasio biaya produksi, distribusi, dan
pemasaran terhadap pendapatan.
e. Akses pembiayaan: kemudahan memperoleh kredit,
modal kerja, atau pembiayaan dari lembaga keuangan.
f. Risiko insolvensi: prinsip kesehatan keuangan, termasuk
debt-to-equity ratio (DER) dan kemampuan membayar
utang.

2. Prinsip Sosial
Prinsip sosial menilai sejauh mana UMKM

memberikan kontribusi nyata bagi pekerja, komunitas, dan

masyarakat luas. Beberapa prinsip yang dapat digunakan

meliputi:

a. Penyerapan tenaga kerja: jumlah pekerja yang direkrut
dan tingkat stabilitas kerja.

b. Kesejahteraan pekerja: pemberian upah layak, jaminan
sosial, dan kondisi kerja yang sehat.

c. Hubungan dengan komunitas lokal: tingkat kemitraan
atau keterlibatan dengan masyarakat sekitar.

d. Kontribusi sosial: partisipasi dalam kegiatan sosial,
pendidikan, atau pemberdayaan komunitas.

e. Tingkatkepuasan pelanggan: melalui survei atau loyalitas
konsumen yang dapat mencerminkan keberhasilan usaha
dalam memenubhi kebutuhan pasar.



3. Prinsip Lingkungan
Prinsip lingkungan berfokus pada praktik ramah

lingkungan yang dijalankan UMKM. Meskipun skalanya

lebih kecil dibanding perusahaan besar, UMKM tetap

diharapkan memperhatikan aspek ini. Prinsip yang relevan

antara lain:

a. Efisiensi penggunaan sumber daya: seperti penghematan
air, energi, dan bahan baku.

b. Pengelolaan limbah: sistem daur ulang, pengurangan
sampah, atau penggunaan kemasan ramah lingkungan.

c. Penggunaan bahan baku berkelanjutan: memanfaatkan
sumber daya lokal yang terbarukan.

d. Dampak terhadap ekosistem: sejauh mana aktivitas usaha
tidak merusak lingkungan sekitar.

e. Penerapan teknologi hijau: adopsi teknologi produksi
bersih atau ramah lingkungan.

4. Prinsip Teknologi dan Adaptasi Digital
Dalam konteks pembangunan infrastruktur dan era
digital, keberlanjutan UMKM tidak dapat dilepaskan dari
kemampuan beradaptasi terhadap teknologi. Prinsipnya
meliputi:

a. Penggunaan teknologi digital: pemanfaatan aplikasi
keuangan, sistem kasir digital, atau e-commerce.

b. Inovasi produk dan proses: sejauh mana UMKM
mengembangkan produk baru atau meningkatkan
efisiensi produksi.

c. Pemasaran  digital: penggunaan media sosial,
marketplace, atau website sebagai saluran distribusi.

d. Literasi digital pemilik dan karyawan: kemampuan
memahami serta memanfaatkan teknologi untuk
keberlangsungan usaha.

5. Integrasi Prinsip
Keberlanjutan UMKM hanya dapat dinilai secara
komprehensif jika keempat kelompok prinsip di atas
dipahami secara bersama-sama. Misalnya:
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a. UMKM vyang profitabilitasnya baik tetapi tidak
memperhatikan aspek sosial dapat menghadapi resistensi
dari masyarakat.

b. UMKM yang aktif menggunakan teknologi digital tetapi
tidak efisien dalam biaya operasional dapat menghadapi
risiko insolvensi.

c. UMKM yang ramah lingkungan tetapi tidak mampu
menjaga kestabilan arus kas sulit disebut berkelanjutan
secara jangka panjang.

Oleh karena itu, kita perlu menggabungkan prinsip
ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknologi dalam kerangka
IPAT (Impact = Population x Affluence x Technology) serta
model ekonometrik untuk melihat keberlanjutan UMKM.

. Aksesibilitas, Distribusi, dan Pasar

Keberlanjutan UMKM sangat erat kaitannya dengan
kemudahan  mengakses sumber daya, kemampuan
mendistribusikan produk, dan kekuatan menembus pasar yang
semakin kompetitif. Tiga pilar ini aksesibilitas, distribusi, dan
pasar bukan sekadar tahapan teknis dalam rantai bisnis,
melainkan jantung dari daya saing yang menentukan apakah
UMKM mampu bertahan dan tumbuh di tengah arus
pembangunan infrastruktur dan transformasi digital.

Aksesibilitas mencakup kemampuan UMKM menjangkau
berbagai prasyarat usaha: bahan baku, modal, teknologi,
informasi, hingga sarana transportasi dan energi. Pembangunan
jalan tol, jaringan rel, pelabuhan, serta perluasan internet
berkecepatan tinggi membawa dampak langsung pada
kemudahan tersebut. UMKM yang sebelumnya terisolasi secara
geografis kini dapat mengakses pasar input yang lebih besar
dengan biaya lebih rendah dan waktu pengiriman yang lebih
singkat. Kemudahan memperoleh pembiayaan formal baik dari
perbankan, lembaga keuangan mikro, maupun platform fintech
juga menjadi faktor kunci. Akses permodalan yang inklusif
memungkinkan UMKM melakukan ekspansi, memperbarui



peralatan, atau mengadopsi teknologi baru tanpa terbebani
biaya pinjaman yang memberatkan.

Di era digital, aksesibilitas informasi pasar dan tren
konsumen melalui data daring serta media sosial menjadi nilai
tambah yang menentukan kecepatan pengambilan keputusan.
Distribusi adalah jembatan vital antara produksi dan konsumen.
Infrastruktur fisik yang memadai mempercepat aliran barang
dan jasa, mengurangi biaya logistik, dan menjaga kualitas
produk hingga ke titik penjualan. Jalan tol yang
menghubungkan sentra produksi ke pusat kota, layanan kargo
udara yang lebih terjadwal, dan gudang logistik modern
memberikan keuntungan strategis bagi UMKM yang ingin
memperluas jangkauan. Pada saat yang sama, teknologi digital
melahirkan sistem distribusi baru yang memadukan layanan
pengiriman berbasis aplikasi, platform e-commerce, dan
manajemen inventori berbasis cloud.

UMKM yang mampu menggabungkan jaringan distribusi
fisik dan digital akan lebih lincah menyesuaikan pasokan
dengan permintaan, mengurangi risiko keterlambatan, dan
meningkatkan kepuasan pelanggan. Di daerah yang sedang
berkembang, kolaborasi antarpelaku usaha dalam membangun
pusat distribusi bersama atau layanan transportasi kolektif juga
menjadi praktik inovatif yang menekan biaya. Pasar menjadi
tujuan akhir sekaligus medan persaingan yang menguji
ketangguhan UMKM. Infrastruktur yang semakin baik
memperluas cakupan pasar, bukan hanya ke kota-kota besar,
tetapi juga ke wilayah pedesaan dan bahkan ke ranah
internasional. Peningkatan akses transportasi dan konektivitas
digital memungkinkan produk lokal menembus rantai pasok
global. Namun, akses pasar yang lebih luas juga berarti
persaingan yang lebih tajam. UMKM dituntut untuk terus
berinovasi dalam desain produk, menjaga konsistensi kualitas,
dan memanfaatkan data konsumen untuk menyesuaikan
penawaran. Kehadiran e-commerce dan media sosial
memungkinkan promosi yang lebih efektif dan murah, sekaligus
memberikan peluang untuk melakukan segmentasi yang lebih
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akurat. Di sisi lain, kemampuan membangun hubungan jangka
panjang dengan pelanggan, melalui layanan purna jual atau
komunitas daring, menjadi keunggulan yang tak mudah ditiru.

Ketiga elemen ini saling menguatkan dan membentuk
ekosistem yang menentukan keberlanjutan usaha. Aksesibilitas
yang baik akan memperlancar distribusi; distribusi yang efisien
akan memperluas pangsa pasar; dan pasar yang berkembang
akan mendorong kebutuhan peningkatan akses modal serta
teknologi. Di wilayah yang sedang gencar membangun
infrastruktur, sinergi ketiga faktor ini menjadi semakin nyata:
jalan  baru mempercepat distribusi, jaringan internet
memperluas promosi, sementara kebijakan pembiayaan inklusif
membuka akses  permodalan. Namun  keberhasilan
memanfaatkan peluang ini tidak terjadi otomatis. Diperlukan
kapasitas manajerial, literasi digital, dan kemampuan adaptasi
yang tinggi dari pelaku UMKM untuk mengantisipasi risiko
seperti kenaikan biaya sewa lahan, perubahan pola permintaan,
atau persaingan dari perusahaan besar.

Dalam kerangka keberlanjutan, aksesibilitas, distribusi,
dan pasar tidak hanya dipandang sebagai proses bisnis, tetapi
sebagai prinsip ketangguhan jangka panjang. UMKM yang
mampu mengintegrasikan ketiganya secara strategis akan
memiliki daya tahan lebih baik terhadap guncangan eksternal,
mulai dari fluktuasi harga bahan baku hingga perubahan
kebijakan perdagangan. Lebih jauh, kekuatan pada tiga aspek ini
memungkinkan UMKM menjadi motor penggerak ekonomi
lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung
pertumbuhan inklusif di tengah percepatan pembangunan
infrastruktur nasional.

Di era ekonomi digital, platform digital telah menjadi
tulang punggung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM) serta koperasi. Dengan memanfaatkan tiga
jenis platform utama marketplace, fintech, dan ERP mikro
pelaku usaha dapat meningkatkan efisiensi, memperluas pasar,
dan bertransformasi secara profesional meskipun dengan
sumber daya terbatas, Menurut Sudiyono, dkk (2018)



mendefinisi dari lima alat promosi utama yaitu campuran

khusus periklanan, public relations, personal selling, promosi

penjualan, dan direct marketing tools yang menggunakan

perusahaan untuk persuasif mengkomunikasikan nilai

pelanggan dan membangun hubungan dengan pelanggan.

1. Iklan Setiap dibayar bentuk persentation nonpersonal dan
promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor identifield.

2. Promosi penjualan Insentif jangka pendek untuk mendorong
pembelian atau penjualan suatuproduk atau jasa

3. Personal selling presentasi pribadi oleh tenaga penjualan
perusahaan untuk tujuan membuatpenjualan dan bulding
hubungan pelanggan

Hubungan masyarakat membangun hubungan baik
dengan berbagai publik perusahaan dengan mendapatkan
publisitas yang menguntungkan, membangun baik ‘'citra
perusahaan" dan halding atau berangkat rumor yang tidak
menguntungkan, cerita, dan peristiwa. Pemasaran langsung
Koneksi langsung dengan konsumen individu hati-hati
ditargetkan untuk kedua mendapatkan tanggapan langsung dan
membangun hubungan pelanggan yang langgeng.

Keberlanjutan UMKM tidak hanya ditentukan oleh
kemampuan internal usaha dalam menjaga profitabilitas dan
ketahanan finansial, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor
eksternal, terutama aksesibilitas, distribusi, dan pasar. Ketiga
aspek ini memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan
infrastruktur yang tengah gencar dilaksanakan pemerintah,
karena infrastruktur berperan sebagai penghubung antara
produsen, konsumen, serta rantai pasok.

1. Aksesibilitas
Aksesibilitas merujuk pada kemudahan UMKM dalam
menjangkau sumber daya, sarana produksi, dan pasar.
Pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, serta
infrastruktur digital (internet) memberikan dampak
signifikan terhadap tingkat aksesibilitas UMKM.
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a. Akses bahan baku: semakin mudah dan murah diperoleh
karena infrastruktur transportasi memperpendek jarak
dan waktu tempuh.

b. Akses pasar: UMKM dapat menjangkau konsumen yang
lebih luas, tidak hanya terbatas pada wilayah lokal.

c. Akses pembiayaan dan informasi: melalui digitalisasi,
UMKM memperoleh peluang lebih besar untuk
mengakses permodalan, pelatihan, dan jaringan usaha.

Aksesibilitas yang baik menjadi prasyarat bagi UMKM
agar mampu bertahan dan berkembang dalam jangka
panjang.

. Distribusi

Distribusi adalah aspek penting dalam keberlanjutan
UMKM karena menyangkut saluran penyampaian produk
dari produsen ke konsumen. Pembangunan infrastruktur
transportasi dan logistik dapat meningkatkan efisiensi
distribusi dengan cara:

a. Menurunkan biaya distribusi: ongkos kirim menjadi lebih
murah karena waktu tempuh lebih singkat.

b. Meningkatkan kualitas layanan: produk dapat sampai
lebih cepat dan dalam kondisi lebih baik.

c. Memperluas jaringan distribusi: memungkinkan UMKM
untuk masuk ke rantai pasok nasional maupun global.

Di era digital, distribusi juga semakin terhubung
dengan platform e-commerce dan layanan logistik berbasis
teknologi, yang memungkinkan UMKM menjangkau
konsumen lintas daerah.

. Pasar

Pasar merupakan tujuan akhir dari kegiatan produksi
UMKM. Pembangunan infrastruktur berperan ganda dalam
menciptakan pasar:

a. Pasar lokal berkembang: daerah yang sebelumnya
terisolasi menjadi terbuka, menciptakan peluang baru
bagi UMKM untuk menjual produk ke masyarakat
setempat maupun wisatawan.



b. Pasar regional dan nasional: integrasi transportasi
membuka peluang bagi UMKM untuk menembus pasar
antar kota atau provinsi.

c. Pasar digital/global: dengan adanya internet
berkecepatan tinggi, UMKM tidak hanya mengandalkan
pasar konvensional, tetapi juga dapat memasarkan
produknya melalui marketplace nasional dan
internasional.

Ketiga aspek ini saling terkait dan membentuk ekosistem
yang menentukan keberlanjutan UMKM. Infrastruktur yang
baik meningkatkan aksesibilitas, yang pada gilirannya
memperbaiki distribusi produk, dan akhirnya memperluas
pasar. Namun, di sisi lain, peningkatan akses dan pasar juga
dapat memunculkan tantangan berupa persaingan yang lebih
ketat dengan pelaku usaha besar atau produk impor.

Dengan demikian, dalam konteks keberlanjutan UMKM,
aksesibilitas, distribusi, dan pasar menjadi prinsip penting yang
harus dibahas secara komprehensif. Hanya dengan
mengoptimalkan ketiga faktor ini, UMKM dapat menjaga
profitabilitas, memperkuat daya saing, dan mengurangi risiko
insolvensi di tengah derasnya perubahan akibat pembangunan
infrastruktur.

. Perubahan Pola Usaha

Percepatan pembangunan infrastruktur dan penetrasi
teknologi digital telah mengubah lanskap wusaha secara
mendasar, mendorong UMKM untuk menyesuaikan pola bisnis
dan menghadapi bentuk kompetisi yang semakin kompleks. Jika
sebelumnya banyak UMKM bergantung pada pasar lokal
dengan pola produksi tradisional, kini mereka dihadapkan pada
tuntutan efisiensi, inovasi, dan kecepatan yang jauh lebih tinggi.
Perubahan pola usaha ini tidak hanya dipicu oleh kehadiran
infrastruktur fisik seperti jalan tol, pelabuhan, dan jaringan
logistik yang semakin terhubung, tetapi juga oleh kemajuan
teknologi informasi yang melahirkan cara baru dalam
bertransaksi dan berinteraksi dengan konsumen.
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Dari sisi pola usaha, transformasi terlihat pada pergeseran
dari model bisnis berbasis tatap muka menjadi kombinasi luring
dan daring. UMKM mulai memanfaatkan e-commerce, media
sosial, dan platform pemasaran digital untuk menjangkau
konsumen yang lebih luas. Proses produksi juga mengalami
modernisasi melalui adopsi teknologi otomatisasi, sistem
manajemen inventori berbasis cloud, dan penggunaan analisis
data untuk memprediksi permintaan pasar. Di sektor jasa, pola
kerja fleksibel dan kemitraan berbasis proyek semakin umum,
memungkinkan pelaku usaha menyesuaikan kapasitas dengan
fluktuasi permintaan. Pola wusaha yang sebelumnya
terfragmentasi kini cenderung membentuk rantai pasok yang
lebih terintegrasi, di mana UMKM menjadi bagian dari
ekosistem bisnis yang lebih besar dan saling bergantung.
Perubahan pola ini turut menggeser peta kompetisi.
Pembangunan infrastruktur membuka akses yang sama bagi
berbagai pelaku, sehingga batas geografis yang dulu melindungi
pasar lokal semakin kabur. UMKM kini harus bersaing tidak
hanya dengan sesama pelaku usaha di wilayah terdekat, tetapi
juga dengan perusahaan dari kota lain, bahkan dari luar negeri,
yang memanfaatkan konektivitas logistik dan pemasaran digital.
Persaingan harga menjadi semakin tajam karena konsumen
dapat membandingkan produk dengan mudah melalui platform
daring.

Di sisi lain, kualitas layanan, kecepatan pengiriman, dan
inovasi produk menjadi faktor pembeda yang semakin
menentukan loyalitas pelanggan. Kompetisi juga semakin
bersifat multidimensional. Tidak hanya terjadi antar-UMKM,
tetapi juga dengan perusahaan besar yang masuk ke pasar ritel
dan digital, serta dengan produsen yang mengadopsi teknologi
mutakhir untuk menekan biaya. Kondisi ini menuntut UMKM
untuk membangun keunggulan kompetitif yang tidak sekadar
berbasis harga, tetapi juga pada diferensiasi produk, nilai
budaya lokal, dan pengalaman pelanggan. Strategi kolaborasi,
seperti membentuk koperasi digital, jaringan kemitraan
produksi, atau pusat distribusi bersama, muncul sebagai cara



untuk meningkatkan daya tawar dan mengurangi risiko
persaingan yang tidak seimbang,.

Selain itu, perubahan perilaku konsumen turut
mempengaruhi dinamika kompetisi. Konsumen modern
menuntut produk yang lebih personal, ramah lingkungan, dan
disertai layanan purna jual yang baik. Mereka juga lebih sensitif
terhadap kecepatan dan kenyamanan transaksi. UMKM yang
gagal merespons perubahan ini berisiko kehilangan pasar
meskipun memiliki produk berkualitas. Sebaliknya, pelaku yang
cepat beradaptasi dengan preferensi baru akan mampu
mempertahankan pangsa pasar meski kompetisi semakin ketat.

Perubahan pola usaha dan kompetisi ini menuntut
kemampuan adaptasi strategis. UMKM perlu meningkatkan
literasi digital, mengelola keuangan dengan lebih cermat, dan
membangun kapasitas inovasi produk maupun layanan.
Pemerintah dan pemangku kepentingan lain memiliki peran
penting dalam menyediakan pelatihan, pendampingan
teknologi, dan kebijakan yang mendorong ekosistem usaha yang
adil. Hanya dengan kesiapan seperti inilah UMKM dapat
bertahan, tumbuh, dan menjadi bagian penting dari
perekonomian nasional di era pembangunan infrastruktur dan
revolusi digital.

Pembangunan infrastruktur nasional tidak hanya
menghadirkan kemudahan akses, efisiensi distribusi, dan
perluasan pasar, tetapi juga membawa konsekuensi berupa
perubahan pola usaha serta dinamika kompetisi yang semakin
kompleks. UMKM sebagai entitas ekonomi yang relatif rentan
dituntut untuk beradaptasi secara cepat agar tetap relevan dan
berkelanjutan di tengah arus transformasi yang terjadi.

1. Perubahan Pola Usaha
Infrastruktur modern menciptakan kondisi yang
mendorong UMKM untuk mengubah cara mereka
beroperasi. Perubahan pola usaha dapat diamati dalam
beberapa aspek:
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a. Digitalisasi proses bisnis: UMKM mulai mengadopsi e-
commerce, media sosial, dan aplikasi pembayaran digital
sebagai saluran utama dalam menjual produk dan
berinteraksi dengan konsumen.

b. Diversifikasi produk dan layanan: untuk menghadapi
pasar yang lebih luas dan beragam, UMKM terdorong
menciptakan variasi produk sesuai tren, standar kualitas,
dan selera konsumen.

c. Orientasi pada efisiensi: ketersediaan infrastruktur
transportasi dan logistik membuat UMKM lebih fokus
pada pengendalian biaya produksi dan distribusi guna
meningkatkan margin keuntungan.

d. Kolaborasi dan kemitraan: perubahan pola usaha juga
ditandai dengan meningkatnya kerjasama antar UMKM,
maupun antara UMKM dengan perusahaan besar,
koperasi, dan pemerintah, untuk memperkuat daya saing
kolektif.

Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur tidak
hanya memperbesar peluang, tetapi juga mengubah cara
UMKM memandang dan menjalankan usaha, dari yang
bersifat tradisional ke arah yang lebih modern dan
terintegrasi.

. Dinamika Kompetisi

Peluang yang terbuka melalui pembangunan
infrastruktur juga memunculkan tantangan berupa
meningkatnya intensitas kompetisi. Hal ini terjadi pada
beberapa level:

a. Kompetisi lokal: UMKM harus bersaing dengan usaha
sejenis di wilayah yang sama, terutama setelah
aksesibilitas meningkat sehingga produk dari luar daerah
lebih mudah masuk.

b. Kompetisi nasional: integrasi pasar melalui jalur
transportasi dan platform digital mempertemukan
UMKM dengan pesaing dari berbagai daerah di
Indonesia.



c. Kompetisi global: dengan berkembangnya perdagangan
lintas batas melalui internet, UMKM kini juga
menghadapi produk impor yang memiliki kualitas, harga,
dan daya saing tinggi.

Selain  itu, pembangunan infrastruktur juga
mendorong masuknya investor besar dan perusahaan skala
menengah hingga besar ke wilayah yang sebelumnya
didominasi UMKM. Kondisi ini dapat menciptakan asimetris
kompetisi, di mana UMKM harus bersaing dengan pemain
yang memiliki modal, teknologi, dan jaringan distribusi lebih
kuat.

. Implikasi terhadap Keberlanjutan UMKM
Perubahan pola usaha dan kompetisi ini memiliki
implikasi ganda:

a. Positif: membuka peluang pengembangan usaha,
memperluas jaringan pasar, meningkatkan efisiensi, dan
mendorong inovasi.

b. Negatif: menimbulkan risiko marginalisasi bagi UMKM
yang tidak mampu beradaptasi, memperbesar ancaman
insolvensi akibat tekanan harga, serta meningkatkan
ketergantungan pada pasar digital yang penuh
persaingan.

Oleh karena itu, keberlanjutan UMKM  sangat
ditentukan oleh kemampuan adaptif mereka dalam
merespons perubahan pola usaha dan dinamika kompetisi.
UMKM yang proaktif dalam mengadopsi teknologi,
mengelola sumber daya, serta membangun strategi
diferensiasi akan lebih mampu bertahan dan tumbuh di
tengah perubahan struktur pasar.
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PROFITABILITAS
KEBERLANJUTAN UMKM

Ukuran Profitabilitas

Profitabilitas merupakan inti dari keberlangsungan usaha
karena menunjukkan kemampuan sebuah bisnis menghasilkan
laba secara konsisten dan berkesinambungan. Bagi UMKM,
profitabilitas tidak hanya menjadi tolok ukur kinerja keuangan,
tetapi juga prinsip kesehatan usaha, ketahanan menghadapi
risiko, serta daya saing jangka panjang. Keberhasilan
mempertahankan profitabilitas berarti bahwa sebuah UMKM
mampu menutup seluruh biaya produksi dan operasional,
sekaligus menyisakan surplus yang dapat diinvestasikan
kembali untuk pertumbuhan, inovasi, atau ekspansi pasar.
Secara konseptual, profitabilitas menegaskan seberapa efektif
pelaku usaha memanfaatkan sumber daya yang terbatas seperti
modal, tenaga kerja, dan aset fisik—untuk menghasilkan
pendapatan yang melebihi seluruh pengeluaran. Ini
mencerminkan efisiensi manajerial, keakuratan strategi harga,
pengendalian biaya, serta kemampuan membaca dinamika
pasar. Dalam konteks pembangunan infrastruktur dan
transformasi digital, profitabilitas menjadi bukti adaptasi:
UMKM yang mampu meraih laba stabil berarti berhasil
mengoptimalkan peluang infrastruktur baru, seperti akses
logistik dan distribusi yang lebih lancar, serta memanfaatkan
teknologi untuk memperluas pasar dan menekan biaya.



Profitabilitas juga mencerminkan daya saing. Laba hanya
dapat diperoleh bila produk atau layanan memiliki nilai yang
diakui konsumen, baik dari segi kualitas, keunikan, maupun
pengalaman yang diberikan. Ketika infrastruktur baru
membuka akses bagi pelaku usaha besar maupun pemain global,
UMKM dituntut memiliki proposisi nilai yang membedakan
agar tetap unggul. Dengan kata lain, profitabilitas adalah cermin
kekuatan model bisnis dan kemampuan menciptakan nilai
tambah yang sulit ditiru kompetitor.

Untuk menilai profitabilitas secara akurat, berbagai
ukuran dan rasio keuangan digunakan, masing-masing
memberikan perspektif berbeda terhadap kinerja usaha:

1. Margin Laba Bersih (Net Profit Margin) menunjukkan
persentase laba bersih terhadap total penjualan setelah
dikurangi semua biaya, termasuk pajak dan bunga. Rasio ini
mengungkap seberapa efisien UMKM mengendalikan biaya
dan mempertahankan strategi harga yang sehat. Margin
tinggi menandakan kombinasi efisiensi dan daya tarik
produk yang kuat.

2. Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin) mengukur selisih
antara pendapatan dan biaya pokok penjualan, menyoroti
efisiensi proses produksi atau pengadaan barang. Rasio ini
penting untuk menilai kekuatan pengendalian biaya bahan
baku dan produktivitas tenaga kerja.

3. Return on Assets (ROA) menilai sejauh mana aset yang
dimiliki digunakan untuk menghasilkan laba. Bagi UMKM
yang sering bekerja dengan aset terbatas, ROA menjadi
prinsip penting untuk memastikan setiap unit aset
memberikan hasil optimal.

4. Return on Equity (ROE) mengukur pengembalian yang
diperoleh pemilik usaha atas modal sendiri. Rasio ini penting
bagi investor dan pemilik modal karena menunjukkan
apakah imbal hasil sepadan dengan risiko yang diambil.

5. Rasio Laba terhadap Biaya Operasional (Operating Profit
Ratio) memberikan gambaran tentang efisiensi operasional
sehari-hari, menilai kemampuan bisnis menghasilkan laba
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dari aktivitas utama tanpa memasukkan pendapatan atau
biaya non-operasional.

Selain rasio keuangan, arus kas operasi yang positif dan
konsisten menjadi pelengkap penting dalam mengukur
profitabilitas. Arus kas yang sehat menegaskan bahwa laba yang
tercatat benar-benar dapat diubah menjadi likuiditas untuk
membayar utang, membiayai ekspansi, atau menghadapi
keadaan darurat. Hal ini sangat penting bagi UMKM yang sering
menghadapi keterbatasan modal kerja. Dalam konteks
pembangunan infrastruktur, profitabilitas UMKM juga
dipengaruhi faktor eksternal seperti fluktuasi harga bahan baku,
kenaikan biaya transportasi, serta persaingan yang meningkat
akibat terbukanya akses pasar.

Di sisi lain, infrastruktur yang lebih baik —jalan raya,
pelabuhan, akses internet dapat menurunkan biaya distribusi,
mempercepat perputaran stok, dan memperluas pangsa pasar,
yang semuanya mendukung peningkatan laba. Pemanfaatan
teknologi digital seperti sistem manajemen inventori berbasis
cloud, pemasaran daring, dan analitik data dapat semakin
memperkuat efisiensi biaya dan penetapan harga yang tepat.

Pada akhirnya, profitabilitas bukan sekadar angka, tetapi
representasi dari kemampuan UMKM untuk menyesuaikan diri
dengan perubahan lingkungan bisnis, membangun keunggulan
kompetitif, dan menjaga keberlanjutan keuangan. Bagi pelaku
UMKM, pemantauan berkelanjutan atas berbagai rasio
profitabilitas dan arus kas menjadi dasar penting dalam
pengambilan keputusan strategis mulai dari ekspansi pasar,
investasi teknologi, hingga pengelolaan risiko. Bagi pemerintah
dan lembaga keuangan, prinsip ini menjadi alat diagnosis yang
menunjukkan kesehatan sektor UMKM, memberikan dasar
untuk kebijakan dukungan yang lebih tepat sasaran. Dengan
memahami konsep dan ukuran profitabilitas secara
menyeluruh, UMKM  dapat menavigasi tantangan
pembangunan infrastruktur dan persaingan global sekaligus
memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional.



Profitabilitas merupakan jantung dari keberlangsungan
sebuah usaha. Dalam konteks ekonomi mikro, profitabilitas
tidak hanya sekadar mencerminkan berapa besar laba yang
diperoleh, melainkan juga bagaimana laba tersebut dihasilkan
dan apakah dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Dengan
kata lain, profitabilitas bukan sekadar angka di laporan
keuangan, tetapi menjadi prinsip vital yang mencerminkan
kesehatan, daya tahan, serta prospek jangka panjang UMKM.

Secara konseptual, profitabilitas dapat dipahami dari
beberapa sudut pandang;:

1. Sebagai tolok ukur keberhasilan manajerial: sejauh mana
UMKM mampu mengelola sumber daya terbatas untuk
menghasilkan output bernilai tambah.

2. Sebagai prinsip daya saing: menunjukkan kemampuan
UMKM bertahan dalam pasar yang semakin terbuka, baik di
tingkat lokal, nasional, maupun global.

3. Sebagai fondasi keberlanjutan: laba yang diperoleh bukan
hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga
untuk reinvestasi, inovasi produk, dan peningkatan
kapasitas usaha.

4. Sebagai simbol legitimasi sosial-ekonomi: UMKM yang
profitabel lebih mudah dipercaya oleh konsumen, lembaga
keuangan, maupun mitra bisnis, sehingga mendapatkan
akses lebih luas terhadap modal, pasar, dan peluang
kolaborasi.

Dengan demikian, profitabilitas dalam konteks UMKM
tidak bisa dipandang semata dari sisi akuntansi, tetapi juga
memiliki makna strategis sebagai modal sosial-ekonomi yang
menopang keberlanjutan usaha.

Ukuran profitabilitas lebih dari sekadar rasio. Secara
teknis, profitabilitas memang sering diukur melalui rasio
keuangan seperti Net Profit Margin (NPM), Return on Assets
(ROA), dan Return on Equity (ROE). Namun, bagi UMKM,
angka-angka tersebut harus dipahami lebih luas:
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1. Gross Profit Margin (GPM): bukan sekadar efisiensi biaya,
tetapi mencerminkan kemampuan UMKM mengendalikan
harga pokok produksi sambil tetap menjaga kualitas produk.

2. Net Profit Margin (NPM): menggambarkan keseimbangan
antara efisiensi internal dengan strategi menghadapi tekanan
eksternal, seperti kenaikan bahan baku atau persaingan
harga.

3. Return on Assets (ROA): menilai sejauh mana UMKM
mampu mengoptimalkan aset yang sering kali terbatas — baik
berupa peralatan sederhana maupun tenaga kerja keluarga.

4. Return on Equity (ROE): bukan hanya keuntungan pemilik,
tetapi juga ukuran keadilan dan keberlanjutan, karena
berkaitan dengan kepuasan pemilik modal sekaligus
kesinambungan investasi.

5. Break Even Point (BEP): meskipun sederhana, BEP bagi
UMKM sering menjadi batas hidup-mati usaha; titik di mana
mereka memastikan tidak merugi meski berada di tengah
ketidakpastian pasar.

Dalam  kerangka  keberlanjutan,  ukuran-ukuran
profitabilitas ini sebaiknya dipadukan dengan prinsip non-
keuangan, seperti tingkat kepuasan pelanggan, loyalitas
konsumen, dan kemampuan berinovasi. Hal ini penting karena
profitabilitas jangka pendek tidak selalu menjamin
keberlanjutan jangka panjang.

Pembangunan infrastruktur memberikan peluang dan
sekaligus tantangan bagi UMKM. Di satu sisi, infrastruktur
meningkatkan akses pasar, distribusi, dan efisiensi operasional,
sehingga membuka ruang untuk profitabilitas yang lebih tinggi.
Namun, di sisi lain, infrastruktur juga menghadirkan pesaing
baru, menuntut standar kualitas lebih tinggi, serta menekan
harga pasar.

Oleh karena itu, profitabilitas dalam konteks ini harus
dipahami sebagai cermin kemampuan adaptasi UMKM. Profit
yang stabil atau meningkat menunjukkan bahwa UMKM
mampu memanfaatkan peluang yang dibawa pembangunan



infrastruktur. Sebaliknya, profit yang menurun dapat menjadi

tanda kerentanan dan potensi menuju insolvensi.

Bagi UMKM, profitabilitas yang berkelanjutan tidak
hanya berarti bertahan hidup, tetapi juga:

1. Kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, dengan
melakukan ekspansi usaha, membuka lapangan kerja baru,
dan meningkatkan kontribusi ekonomi lokal.

2. Daya tahan terhadap krisis, karena laba yang konsisten
memungkinkan adanya cadangan dana untuk menghadapi
ketidakpastian.

3. Peran sosial yang lebih besar, misalnya melalui
pemberdayaan masyarakat sekitar, peningkatan
kesejahteraan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap
pembangunan daerah.

Dengan kata lain, profitabilitas bagi UMKM bukan hanya
ukuran “seberapa besar mereka mendapatkan keuntungan”,
melainkan juga “seberapa kuat mereka mampu bertahan,
beradaptasi, dan memberikan manfaat” bagi ekosistem ekonomi
yang lebih luas.

. Faktor-Faktor yang Memengaruhi
Profitabilitas UMKM tidak hanya ditentukan oleh
kemampuan menghasilkan penjualan, tetapi juga oleh
serangkaian faktor internal dan eksternal yang saling
berinteraksi. Memahami faktor-faktor ini penting agar pelaku
usaha dapat mengelola sumber daya secara efisien,
meminimalkan risiko, dan memanfaatkan peluang yang muncul
dari perubahan lingkungan bisnis—terutama di tengah
pembangunan infrastruktur dan transformasi digital.
1. Faktor Internal
Faktor internal merujuk pada aspek yang dapat
dikendalikan secara langsung oleh pelaku usaha.
a. Manajemen Keuangan: Pengelolaan arus Kkas,
pengendalian biaya, dan keputusan investasi memegang
peranan besar. UMKM dengan pencatatan keuangan yang
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rapi dan analisis biaya yang baik dapat mengurangi
pemborosan serta memaksimalkan margin laba.

b. Harga dan Strategi Penjualan: Penetapan harga yang
sesuai dengan daya  beli pasar, sekaligus
mempertahankan nilai produk, menjadi kunci menjaga
margin keuntungan. Strategi diskon atau bundling
produk juga dapat memengaruhi volume penjualan dan
profitabilitas.

c. Efisiensi Produksi: Penggunaan teknologi, otomatisasi,
dan manajemen rantai pasok yang efisien membantu
menekan biaya produksi. Pemeliharaan peralatan dan
pelatihan karyawan untuk meningkatkan produktivitas
juga berdampak langsung pada laba.

d. Inovasi Produk dan Layanan: Produk yang unik dan
relevan dengan tren konsumen memberikan keunggulan
kompetitif dan memungkinkan penetapan harga yang
lebih baik, sehingga meningkatkan profitabilitas.

e. Kualitas Sumber Daya Manusia: Keterampilan,
pengalaman, dan motivasi tenaga kerja memengaruhi
efisiensi, kreativitas, dan layanan pelanggan, yang
semuanya berdampak pada pendapatan dan biaya.

. Faktor Eksternal

Faktor eksternal berada di luar kendali langsung

UMKM, tetapi tetap memengaruhi profitabilitas.

a. Kondisi Ekonomi Makro: Pertumbuhan ekonomi, inflasi,
dan tingkat suku bunga menentukan daya beli konsumen
dan biaya pinjaman. Saat inflasi tinggi, biaya bahan baku
dan logistik naik, yang dapat menekan margin.

b. Persaingan Pasar: Peningkatan jumlah pesaing, termasuk
perusahaan besar atau pemain global yang memanfaatkan
infrastruktur baru, dapat menekan harga dan memaksa
UMKM meningkatkan kualitas atau menurunkan biaya.

c. Perubahan Teknologi: Digitalisasi memberi peluang
efisiensi dan perluasan pasar, tetapi juga menuntut
investasi baru. UMKM yang lambat mengadopsi



teknologi berisiko tertinggal dan kehilangan pangsa
pasar.

d. Kebijakan Pemerintah: Regulasi pajak, upah minimum,
dan kebijakan perdagangan memengaruhi struktur biaya
dan peluang pasar. Dukungan berupa subsidi, pelatihan,
atau insentif digitalisasi dapat meningkatkan
profitabilitas.

e. Akses Infrastruktur: Ketersediaan jalan tol, pelabuhan,
internet berkecepatan tinggi, dan fasilitas logistik
menurunkan biaya distribusi dan memperluas jangkauan
pasar, sehingga berpotensi meningkatkan laba.

C. Dinamika Pasar
Perubahan selera konsumen, tren gaya hidup, dan
kesadaran lingkungan memengaruhi permintaan. UMKM yang
cepat menyesuaikan produk dan strategi pemasaran akan lebih
mampu mempertahankan atau meningkatkan profitabilitas.
Kepekaan terhadap data dan analisis perilaku konsumen,
termasuk melalui media sosial dan platform e-commerce,
menjadi keunggulan tersendiri.
1. Risiko dan Ketahanan Usaha
Krisis ekonomi, bencana alam, atau gangguan rantai
pasok dapat menurunkan profitabilitas secara drastis.
Ketahanan UMKM —kemampuan membangun cadangan
kas, diversifikasi pemasok, dan memiliki rencana darurat—
menjadi faktor pembeda dalam mempertahankan laba ketika
kondisi eksternal memburuk.
2. Akses Pembiayaan dan Modal Kerja
Ketersediaan ~ modal  kerja  yang  memadai
memungkinkan UMKM membeli bahan baku dalam jumlah
besar untuk memperoleh diskon, menutup biaya operasional,
atau melakukan ekspansi. Keterbatasan akses kredit dapat
menunda produksi, mengurangi skala usaha, dan menekan
profitabilitas.
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Secara keseluruhan, profitabilitas UMKM merupakan
hasil interaksi antara keputusan internal yang cermat dan
kemampuan menavigasi lingkungan eksternal yang dinamis.
Pembangunan infrastruktur memberi peluang besar untuk
menurunkan biaya distribusi dan memperluas pasar, tetapi juga
menghadirkan persaingan baru. Pelaku UMKM yang mampu
mengelola keuangan secara disiplin, berinovasi, mengadopsi
teknologi, dan membangun ketahanan terhadap risiko akan
lebih mampu mempertahankan tingkat profitabilitas yang sehat
dan berkelanjutan. Profitabilitas UMKM dipengaruhi oleh
berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun
dari luar (eksternal) perusahaan. Pemahaman terhadap faktor-
faktor ini sangat penting karena dapat membantu pelaku
UMKM mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang
dimiliki, sekaligus mengantisipasi ancaman serta memanfaatkan
peluang.

1. Faktor Internal
Faktor internal berkaitan langsung dengan
kemampuan manajerial, strategi, dan efisiensi penggunaan
sumber daya dalam UMKM. Beberapa faktor utama meliputi:
a. Manajemen biaya dan efisiensi operasional
Kemampuan UMKM dalam mengendalikan biaya
produksi, distribusi, serta biaya operasional sangat
menentukan tingkat laba. Efisiensi yang baik dapat
meningkatkan margin keuntungan meskipun harga jual
produk relatif stabil.
b. Struktur modal dan pembiayaan
Modal kerja yang memadai memungkinkan

UMKM untuk melakukan pembelian bahan baku dalam

jumlah besar (ekonomi skala), memperbaiki peralatan,

atau melakukan ekspansi pasar. Sebaliknya, struktur
modal yang tidak sehat dapat menimbulkan beban bunga
yang tinggi dan menekan profitabilitas.



c. Inovasi produk dan kualitas layanan

UMKM yang mampu berinovasi dalam desain,
teknologi, maupun model bisnis akan lebih mudah
menarik konsumen baru dan mempertahankan
pelanggan lama. Kualitas layanan juga berpengaruh
langsung terhadap loyalitas konsumen dan stabilitas
pendapatan.

d. Kapasitas sumber daya manusia (SDM)

Keterampilan, pengetahuan, dan motivasi tenaga
kerja menjadi aset penting. SDM yang produktif dapat
meningkatkan efisiensi produksi sekaligus mendorong
kreativitas usaha.

e. Strategi pemasaran

Profitabilitas sangat dipengaruhi oleh efektivitas
pemasaran, baik melalui saluran konvensional maupun
digital. Pemanfaatan media sosial, marketplace, dan
strategi branding yang tepat dapat memperluas
jangkauan pasar.

2. Faktor Eksternal
Selain faktor internal, profitabilitas UMKM juga
dipengaruhi oleh dinamika eksternal yang seringkali berada
di luar kendali langsung pelaku usaha.
a. Infrastruktur dan aksesibilitas
Pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, serta
infrastruktur digital secara langsung memengaruhi biaya
distribusi, kecepatan logistik, dan peluang akses pasar.
Infrastruktur yang memadai umumnya meningkatkan
potensi profitabilitas.
b. Kondisi pasar dan tingkat persaingan
Tingginya intensitas kompetisi dapat menekan
harga jual dan margin laba. Sebaliknya, pasar yang
berkembang pesat memberi peluang peningkatan
penjualan dan profitabilitas.
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c. Kebijakan pemerintah dan regulasi
Subsidi, keringanan pajak, insentif usaha, dan
dukungan pembiayaan dapat mendorong profitabilitas
UMKM. Namun, regulasi yang memberatkan justru dapat
mengurangi margin keuntungan.

3. Faktor makroekonomi

Inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan pertumbuhan
ekonomi nasional dapat memengaruhi daya beli masyarakat,
biaya produksi, serta tingkat permintaan terhadap produk
UMKM.

a. Perubahan teknologi dan digitalisasi
Adopsi teknologi baru membuka peluang efisiensi
dan ekspansi pasar, tetapi sekaligus menimbulkan
tantangan bagi UMKM yang kurang siap bertransformasi.
b. Faktor Sosial dan Lingkungan
Dalam konteks keberlanjutan, profitabilitas UMKM
juga dipengaruhi oleh aspek sosial dan lingkungan, antara
lain:

1) Kesadaran konsumen terhadap produk ramah
lingkungan yang dapat menciptakan permintaan baru
bagi UMKM yang berorientasi pada keberlanjutan.

2) Keterikatan sosial dengan komunitas lokal, misalnya
melalui pemberdayaan tenaga kerja sekitar, yang
dapat meningkatkan citra usaha sekaligus loyalitas
konsumen.

3) Dampak lingkungan pembangunan infrastruktur,
seperti perubahan tata ruang atau pergeseran lokasi
pasar, yang bisa memengaruhi kelangsungan usaha.

. Sinergi Faktor Internal dan Eksternal

Profitabilitas UMKM tidak ditentukan oleh satu faktor
tunggal, melainkan hasil interaksi kompleks antara faktor
internal dan eksternal. Misalnya, infrastruktur baru
membuka akses pasar (faktor eksternal), tetapi hanya UMKM
dengan strategi pemasaran efektif dan manajemen biaya
efisien (faktor internal) yang mampu benar-benar
meningkatkan profitabilitas.



Insolvensi UMKM

Kebangkrutan dalam literatur keuangan didefinisikan
sebagai kondisi ketika suatu perusahaan tidak mampu
memenuhi kewajiban finansialnya, baik berupa pembayaran
utang jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga
kelangsungan operasional usaha terancam. Dalam konteks

UMKWM, kebangkrutan seringkali muncul akibat keterbatasan

modal, lemahnya manajemen keuangan, dan

ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar.
Insolvensi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) mengacu pada kondisi ketika sebuah usaha tidak
lagi mampu memenuhi kewajiban keuangannya—baik
jangka pendek maupun jangka panjang—karena arus kas
yang negatif, laba yang menurun, atau tingginya beban
utang. Dalam praktiknya, insolvensi bukan sekadar tanda
kegagalan keuangan, tetapi juga mencerminkan lemahnya
manajemen, rentannya model bisnis, dan ketidakmampuan
beradaptasi terhadap perubahan lingkungan ekonomi.
Secara hukum, insolvensi biasanya dipahami sebagai
ketidakmampuan membayar utang ketika jatuh tempo atau
ketika total kewajiban melebihi total aset. Bagi UMKM,
kondisi ini dapat berarti macetnya pembayaran kepada
pemasok, keterlambatan gaji karyawan, hingga ancaman
kebangkrutan yang berujung pada likuidasi aset.

Dampaknya meluas: bukan hanya bagi pemilik dan pekerja,

tetapi juga bagi rantai pasok lokal, konsumen, dan

perekonomian daerah yang bergantung pada aktivitas

UMKM sebagai penggerak utama.

Insolvensi UMKM umumnya muncul dari kombinasi
faktor internal dan eksternal:

a. Arus Kas yang Tidak Sehat Ketidakseimbangan antara
pendapatan dan pengeluaran, terutama bila piutang tak
tertagih atau stok menumpuk, cepat menggerus
kemampuan membayar kewajiban.
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b. Struktur Utang yang Buruk Ketergantungan pada
pinjaman  berbunga tinggi tanpa  perencanaan
pengembalian yang matang meningkatkan beban bunga
dan risiko gagal bayar.

c. Manajemen Keuangan Lemah Kurangnya pencatatan
akuntansi, minimnya perencanaan anggaran, serta
pengendalian biaya yang lemah membuat UMKM sulit
memantau posisi keuangan dan merespons perubahan
pasar.

d. Tekanan Eksternal - Kenaikan harga bahan baku,
gangguan pasokan, perubahan kebijakan pemerintah,
atau resesi ekonomi dapat menurunkan pendapatan dan
menambah beban biaya.

e. Adaptasi Digital yang Lambat - Di era transformasi
digital, UMKM yang enggan mengadopsi teknologi
pemasaran, manajemen, dan transaksi nontunai rentan
kehilangan pelanggan dan efisiensi, sehingga laba
tergerus.

Beberapa prinsip yang sering muncul sebelum
insolvensi antara lain: menurunnya margin laba secara
konsisten, keterlambatan pembayaran tagihan, penurunan
tajam arus kas operasional, dan meningkatnya
ketergantungan pada pinjaman jangka pendek. Deteksi dini
melalui laporan keuangan berkala —seperti rasio likuiditas,
solvabilitas, dan profitabilitas —sangat penting agar langkah
perbaikan bisa segera diambil.

Pembangunan infrastruktur membawa peluang
sekaligus risiko. Di satu sisi, akses jalan, logistik, dan
konektivitas digital yang lebih baik dapat menekan biaya dan
memperluas pasar. Namun di sisi lain, infrastruktur baru
memudahkan masuknya pemain besar dan meningkatkan
persaingan harga, yang bisa menurunkan pendapatan
UMKM vyang tidak siap. Mereka yang tidak mampu
menyesuaikan strategi misalnya melalui peningkatan
kualitas produk, efisiensi operasional, atau digitalisasi
penjualan lebih rentan terhadap insolvensi.



Mencegah insolvensi memerlukan disiplin keuangan
dan ketangguhan model bisnis. Beberapa langkah penting
antara lain:

a. Memperketat manajemen arus kas, termasuk pemantauan
harian dan proyeksi jangka menengah.

b. Diversifikasi sumber pendapatan dan pemasok untuk
mengurangi ketergantungan pada satu pasar atau mitra.

c. Negosiasi ulang syarat kredit dan pengaturan ulang
jadwal pembayaran ketika menghadapi tekanan
keuangan.

d. Adopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi
dan memperluas basis pelanggan.

Menggunakan prinsip peringatan dini seperti Altman
Z-Score atau model ekonometrik berbasis IPAT untuk
menilai risiko kebangkrutan sejak dini. Dengan memahami
dinamika insolvensi, UMKM dapat memandangnya bukan
hanya sebagai ancaman, tetapi juga sebagai pemicu
pembenahan manajemen dan strategi. Ketahanan
menghadapi guncangan eksternal, dukungan kebijakan
pemerintah, serta akses ke pembiayaan yang inklusif menjadi
faktor penting agar UMKM mampu keluar dari tekanan
insolvensi dan tetap menjadi pilar perekonomian lokal yang
berkelanjutan. Secara konseptual, risiko kebangkrutan
adalah probabilitas atau kemungkinan terjadinya kegagalan
keuangan (financial distress) yang dapat berujung pada
penghentian operasi usaha. Risiko ini tidak hanya
disebabkan oleh faktor keuangan internal, tetapi juga
dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti persaingan,
perubahan kebijakan, maupun dampak pembangunan
infrastruktur yang dapat mengubah pola pasar dan
distribusi.
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A. Prinsip Risiko Kebangkrutan
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Untuk  mengidentifikasi  potensi  kebangkrutan,

digunakan sejumlah prinsip keuangan maupun non-keuangan.
Prinsip ini membantu UMKM mendeteksi dini kerentanan usaha
sebelum benar-benar jatuh pada kondisi insolvensi.

1. Prinsip Keuangan

a.

Likuiditas rendah: Ditunjukkan dengan rasio lancar
(current ratio) atau rasio cepat (quick ratio) yang rendah,
menandakan perusahaan kesulitan memenuhi kewajiban
jangka pendek.

Leverage tinggi: Proporsi utang yang terlalu besar
dibandingkan ekuitas (Debt to Equity Ratio/DER)
meningkatkan beban bunga dan memperbesar risiko
gagal bayar.

Profitabilitas negatif atau menurun: Penurunan Net Profit
Margin (NPM), Return on Assets (ROA), atau Return on
Equity (ROE) secara terus-menerus menjadi sinyal awal
financial distress.

Arus kas operasional negatif: Meskipun penjualan
meningkat, jika arus kas dari aktivitas utama tidak
mencukupi untuk membayar kewajiban, risiko
kebangkrutan semakin tinggi.



e. Ketergantungan pada pinjaman jangka pendek: UMKM
yang terlalu mengandalkan kredit modal kerja tanpa
adanya strategi pengelolaan keuangan jangka panjang
lebih rentan terhadap kebangkrutan.

2. Prinsip Non Keuangan

a. Manajemen yang lemah: Kurangnya perencanaan
strategis, keterbatasan kapasitas manajerial, atau konflik
internal dapat memperburuk kondisi usaha.

b. Ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar:
UMKM vyang gagal merespons tren konsumen,
digitalisasi, atau persaingan baru akibat infrastruktur
lebih rentan mengalami kegagalan usaha.

c. Ketergantungan pada satu produk atau pasar:
Diversifikasi yang minim membuat UMKM sangat
bergantung pada segmen tertentu; jika terjadi guncangan
permintaan, risiko kebangkrutan meningkat.

d. Faktor eksternal: Perubahan kebijakan, krisis ekonomi,
bencana alam, hingga pembangunan infrastruktur yang
menggeser lokasi pusat perdagangan atau konsentrasi
konsumen dapat memperbesar risiko insolvensi.

Dalam pembahasan akademik, terdapat beberapa model
yang sering digunakan untuk memprediksi risiko kebangkrutan,
seperti:

1. Altman Z-Score, yang mengukur probabilitas kebangkrutan
berdasarkan kombinasi rasio likuiditas, profitabilitas,
leverage, dan aktivitas.

2. Springate Model, yang dikembangkan  untuk
mengidentifikasi financial distress pada usaha kecil dan
menengah.

3. Zmijewski Model, yang menekankan analisis profitabilitas,
leverage, dan likuiditas dalam memprediksi kebangkrutan.

Bagi UMKM, model-model tersebut bisa disederhanakan
agar sesuai dengan keterbatasan data keuangan, namun tetap
memberikan gambaran awal tentang potensi risiko insolvensi.
Dalam  konteks  pembangunan  infrastruktur, risiko
kebangkrutan dapat meningkat jika UMKM:
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1. tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lokasi
pasar,

2. menghadapi kompetisi dari usaha yang lebih besar, atau

3. gagal memanfaatkan peluang akses pasar baru.

Sebaliknya, UMKM yang mampu mengantisipasi risiko
melalui manajemen keuangan yang sehat, inovasi produk, serta
diversifikasi pasar justru dapat mengurangi potensi
kebangkrutan dan menjaga keberlanjutan usahanya. Dengan
demikian, risiko kebangkrutan bagi UMKM bukan sekadar
ancaman finansial, melainkan gambaran kerentanan struktural
dan manajerial yang harus dikelola dengan cermat, terutama
dalam era transformasi ekonomi akibat pembangunan
infrastruktur.

Prediksi insolvensi merupakan upaya sistematis untuk
mendeteksi potensi kegagalan keuangan sebelum kondisi
tersebut benar-benar terjadi. Bagi UMKM, kemampuan
memproyeksikan risiko kebangkrutan sangat penting karena
sebagian besar pelaku usaha bekerja dengan modal terbatas,
arus kas yang fluktuatif, dan ketergantungan tinggi pada
permintaan pasar lokal. Model prediksi yang akurat dapat
menjadi “alarm dini” sehingga pemilik usaha, lembaga
keuangan, dan pembuat kebijakan dapat melakukan langkah
pencegahan atau intervensi tepat waktu. Model prediksi
insolvensi biasanya memanfaatkan data historis keuangan dan
non-keuangan untuk mengidentifikasi pola yang berkorelasi
dengan kebangkrutan.

Di konteks UMKM, faktor non-keuangan seperti kualitas
manajemen, inovasi produk, atau kemampuan adopsi teknologi
digital juga relevan karena berdampak langsung pada daya
saing. Dalam konteks pembangunan infrastruktur dan
transformasi digital, model berbasis IPAT (Impact = Population
x  Affluence x Technology) yang dikombinasikan dengan
pendekatan ekonometrik menawarkan keunggulan tambahan.

Sementara itu, insolvensi adalah kondisi ketika suatu
perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya
meskipun telah menjual seluruh aset yang dimiliki. Berbeda



dengan financial distress yang masih memungkinkan adanya
pemulihan, insolvensi menandakan tahap lebih serius yang
dapat berujung pada kebangkrutan. Bagi UMKM, insolvensi
kerap terjadi akibat kombinasi dari lemahnya manajemen
keuangan, tingginya beban utang, menurunnya profitabilitas,
serta keterbatasan akses terhadap sumber pendanaan alternatif.
Oleh karena itu, diperlukan model prediksi insolvensi yang
mampu mendeteksi potensi kegagalan usaha sejak dini,
sehingga UMKM dapat mengambil langkah antisipatif untuk
menjaga keberlanjutan usahanya.

. Peran Ekonometrika pada UMKM

Dalam konteks UMKM terdampak pembangunan
infrastruktur, model prediksi insolvensi perlu
mempertimbangkan beberapa hal:

1. Keterbatasan data keuangan: tidak semua UMKM memiliki
laporan keuangan formal, sehingga model sederhana seperti
Springate atau Zmijewski lebih praktis diterapkan.

2. Faktor non-keuangan: adaptasi model bisa ditambahkan
dengan faktor kualitatif seperti akses pasar, perubahan pola
usaha, dan ketergantungan pada infrastruktur tertentu.

3. Prediksi sebagai sistem peringatan dini: tujuan penerapan
model bukan untuk menyatakan kebangkrutan secara
absolut, melainkan sebagai early warning system agar UMKM
dapat segera memperbaiki strategi.

Penggunaan model prediksi insolvensi pada UMKM

memberikan beberapa manfaat strategis:

1. Identifikasi dini risiko finansial sehingga dapat segera
dilakukan restrukturisasi utang atau efisiensi biaya.

2. Meningkatkan kredibilitas UMKM di mata lembaga
keuangan karena adanya pengukuran risiko yang objektif.

3. Mendorong pengelolaan usaha yang lebih profesional,
dengan memadukan analisis keuangan dan faktor
keberlanjutan.
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4. Membantu pemerintah dan lembaga pendukung UMKM
dalam menentukan prioritas intervensi, khususnya pada
kelompok wusaha yang paling rentan terdampak
pembangunan infrastruktur.

Dengan demikian, model prediksi insolvensi bukan hanya
alat analisis akademik, tetapi juga dapat menjadi instrumen
praktis untuk memperkuat daya tahan dan keberlanjutan
UMKM di tengah perubahan lingkungan bisnis akibat
pembangunan infrastruktur. Ekonometrika memainkan peran
strategis dalam pembahasan UMKM karena menghubungkan
teori ekonomi dengan data empiris secara sistematis. Dalam
konteks keberlanjutan UMKM, peran ini menjadi sangat penting
mengingat usaha mikro, kecil, dan menengah menghadapi
tekanan kompetitif yang tinggi, risiko insolvensi, serta
perubahan lingkungan bisnis akibat pembangunan infrastruktur
dan transformasi digital.

Salah satu peran utama ekonometrika adalah mengukur
pengaruh faktor-faktor kunci terhadap kinerja UMKM.
Misalnya, model ekonometrika dapat digunakan untuk menilai
sejauh mana jumlah tenaga kerja (population), daya beli
konsumen (affluence), dan adopsi teknologi (technology)
memengaruhi profitabilitas dan stabilitas finansial. Dengan cara
ini, penulis tidak hanya sekadar melihat hubungan kausalitas
secara teoritis, tetapi juga dapat mengestimasi besarnya
pengaruh dan probabilitas kejadian, seperti risiko gagal bayar
atau insolvensi. Selain itu, ekonometrika memungkinkan
identifikasi faktor risiko dan peluang strategis. Melalui
pengolahan data kuantitatif, penulis dapat mengetahui faktor
mana yang secara signifikan meningkatkan atau menurunkan
kinerja UMKM. Informasi ini menjadi dasar bagi pengambilan
keputusan yang lebih tepat, baik oleh pelaku usaha sendiri
maupun oleh pembuat kebijakan. Misalnya, jika hasil
menunjukkan bahwa tingkat adopsi teknologi secara signifikan
meningkatkan profitabilitas, maka program pelatihan digital
atau subsidi teknologi dapat difokuskan untuk memperkuat
daya saing UMKM. Ekonometrika juga berperan dalam prediksi



dan simulasi skenario. Secara keseluruhan, peran ekonometrika

dalam pembahasan UMKM meliputi tiga aspek utama:

1. Analisis kuantitatif untuk memahami pengaruh faktor-faktor
internal dan eksternal terhadap kinerja usaha.

2. Identifikasi risiko dan peluang yang dapat dijadikan dasar
strategi operasional maupun kebijakan publik.

3. Prediksi dan simulasi untuk merancang skenario
pengembangan usaha dan mitigasi risiko secara berbasis
data.

Dengan demikian, ekonometrika bukan sekadar alat
statistik, tetapi merupakan instrumen strategis untuk
memahami dinamika UMKM secara menyeluruh, mendukung
pengambilan keputusan berbasis bukti, dan memastikan
keberlanjutan usaha dalam menghadapi tantangan ekonomi,
sosial, dan teknologi yang terus berkembang. Dalam
keberlanjutan UMKM terdampak pembangunan infrastruktur,
ekonometrika memiliki relevansi strategis karena:

1. Mengukur hubungan empiris antara faktor populasi,
profitabilitas, adopsi teknologi, dan keberlanjutan usaha.

2. Mengidentifikasi faktor dominan yang paling memengaruhi
risiko insolvensi UMKM.

3. Membuktikan hipotesis dalam konteks UMKM dengan data
nyata.

4. Menyediakan  dasar  prediksi mengenai  prospek
keberlanjutan UMKM di masa depan jika kondisi populasi,
affluence, atau teknologi berubah.

Dengan demikian, ekonometrika menegaskan bahwa
pembahasan tentang keberlanjutan UMKM tidak cukup hanya
dilihat dari perspektif kualitatif. Dibutuhkan pendekatan
kuantitatif melalui model ekonometrik agar hubungan
antarfaktor dapat diukur secara nyata, teruji, dan dapat
dijadikan dasar dalam penyusunan strategi serta kebijakan.
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Pengukuran Kinerja UMKM

Pengukuran kinerja UMKM menjadi salah satu aspek
penting dalam memastikan keberlanjutan usaha, baik dari sisi
finansial maupun operasional. Profitabilitas dan risiko
insolvensi merupakan dua prinsip utama yang saling terkait:
profitabilitas tinggi menunjukkan efisiensi dan kemampuan
menghasilkan laba, sementara risiko insolvensi mencerminkan
kerentanan terhadap kegagalan finansial. Dalam praktiknya,
pengukuran ini memerlukan kombinasi prinsip keuangan
tradisional, model prediksi berbasis ekonometrika, dan aplikasi
digital modern untuk hasil yang akurat, cepat, dan relevan.

Dalam hal profitabilitas, prinsip klasik yang sering
digunakan mencakup Return on Assets (ROA), Return on Equity
(ROE), margin laba bersih, dan rasio laba terhadap omzet.
Prinsip-prinsip ini memberikan gambaran tentang seberapa
efisien UMKM menggunakan modal, aset, dan sumber daya
lainnya untuk menghasilkan keuntungan. Lebih dari sekadar
angka, pengukuran profitabilitas dapat dilihat secara trend
untuk melihat perkembangan kinerja dari waktu ke waktu,
maupun melalui benchmarking terhadap rata-rata industri atau
kelompok usaha sejenis, sehingga UMKM dapat menilai posisi
kompetitif mereka dalam ekosistem bisnis. Sementara itu,
insolvensi atau risiko kebangkrutan memerlukan pendekatan
yang lebih prediktif.

Model Z-Score atau regresi logit/ probit sering digunakan
untuk memperkirakan probabilitas gagal bayar berdasarkan
kombinasi prinsip keuangan seperti leverage, likuiditas,
profitabilitas, dan arus kas. Model-model ini memungkinkan
UMKM dan pemangku kepentingan, seperti lembaga keuangan
atau pembuat kebijakan, untuk mengidentifikasi usaha yang
berisiko tinggi, sehingga tindakan preventif dapat diambil lebih
awal. Dengan kata lain, pengukuran insolvensi bukan hanya
bersifat evaluatif, tetapi juga bersifat prediktif dan strategis.
Perkembangan teknologi digital semakin memperluas
kemampuan pengukuran profitabilitas dan insolvensi. Saat ini,
software akuntansi modern dan platform berbasis cloud



memungkinkan  pencatatan transaksi secara real-time,
pembuatan laporan keuangan otomatis, dan perhitungan rasio
keuangan dengan cepat.

Beberapa aplikasi bahkan menyediakan modul
peringatan dini (early warning system) yang dapat mendeteksi
ketidakseimbangan finansial, tren negatif dalam arus kas, atau
potensi risiko insolvensi. Hal ini sangat membantu UMKM
untuk mengambil langkah korektif sebelum masalah menjadi
lebih serius. Selain itu, penggunaan dashboard digital dan
business intelligence tools semakin memudahkan kinerja secara
menyeluruh. Visualisasi data memungkinkan pemilik UMKM
untuk melihat tren profitabilitas, perubahan biaya operasional,
dan proyeksi risiko insolvensi secara intuitif.

Data yang terintegrasi juga mendukung pengambilan
keputusan strategis, seperti investasi dalam teknologi baru,
restrukturisasi modal, atau diversifikasi produk, sehingga
kinerja usaha dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Lebih
jauh lagi, aplikasi pengukuran ini tidak hanya bermanfaat bagi
pelaku usaha, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dan lembaga
pendukung UMKM. Dengan data yang terstruktur dan akurat,
pemerintah dan lembaga keuangan dapat merancang program
intervensi yang tepat sasaran, seperti pemberian kredit,
pelatihan manajemen, atau dukungan teknologi, sehingga
UMKM yang rentan dapat memperoleh bantuan sebelum
menghadapi kegagalan finansial. Dengan demikian, aplikasi
untuk mengukur profitabilitas dan insolvensi menjadi
instrumen penting dalam manajemen risiko, perencanaan
strategis, dan pengambilan keputusan berbasis data. Kombinasi
antara prinsip keuangan klasik, model prediktif, dan teknologi
digital memungkinkan UMKM untuk meningkatkan efisiensi,
memitigasi risiko, dan mendukung keberlanjutan usaha dalam
jangka panjang, terutama di tengah perubahan pasar,
persaingan ang semakin ketat, dan transformasi digital yang
cepat. Ekonometrika tidak hanya berfungsi sebagai alat
pemahaman teoritis, tetapi juga memiliki aplikasi praktis dalam
mengukur faktor penting yang menentukan keberlanjutan
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usaha. Dua aspek yang sangat relevan dalam pembahasan
UMKM terdampak pembangunan infrastruktur adalah
profitabilitas dan insolvensi.
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GLOSARIUM

Affluence
Tingkat kemakmuran atau daya beli masyarakat yang
mencerminkan kemampuan ekonomi dan konsumsi.

Altman Z-Score

Metode analisis keuangan untuk memprediksi potensi
kebangkrutan (insolvensi) perusahaan atau UMKM dengan
menggabungkan beberapa rasio keuangan seperti likuiditas,
profitabilitas, dan leverage.

Digitalisasi UMKM

Proses adopsi teknologi digital oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan
menengah untuk mendukung aktivitas operasional, pemasaran,
distribusi, dan manajemen keuangan.

Ekonometrik

Pendekatan kuantitatif yang memadukan teori ekonomi,
matematika, dan statistika untuk menguji hubungan serta membuat
prediksi, misalnya antara faktor infrastruktur dan profitabilitas
UMKM.

Eksternalitas Lingkungan

Dampak positif atau negatif yang dialami masyarakat atau
ekosistem akibat kegiatan ekonomi atau pembangunan, seperti
pembangunan infrastruktur yang mengubah tutupan lahan.

Infrastruktur

Sarana fisik dan sistem pendukung seperti jalan, jembatan, jaringan
transportasi, dan utilitas yang memungkinkan aktivitas ekonomi
dan sosial berjalan lancar.

Insolvensi

Kondisi ketika sebuah entitas usaha tidak mampu memenuhi
kewajiban finansialnya atau berpotensi bangkrut karena
ketidakmampuan membayar utang.

IPAT (Impact = Population x Affluence x Technology)
Model analitis yang digunakan untuk mengukur dampak aktivitas
manusia terhadap lingkungan.
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Keberlanjutan (Sustainability)

Kemampuan suatu usaha atau sistem untuk terus berjalan dan
berkembang dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan
dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.

Likert Scale (Skala Likert)

Metode pengukuran dalam survei yang menilai tingkat persetujuan
atau ketidaksetujuan responden terhadap suatu pernyataan,
biasanya menggunakan skala 1-5 atau 1-7.

Profitabilitas

Kemampuan usaha untuk menghasilkan laba dari kegiatan
operasionalnya, biasanya diukur dengan rasio keuangan seperti
Return on Assets (ROA) atau Net Profit Margin (NPM).

Teknologi

Kemampuan, metode, dan perangkat—baik fisik maupun digital —
yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan
daya saing usaha.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Kategori pelaku usaha dengan skala aset, pendapatan, dan jumlah
tenaga kerja tertentu sesuai peraturan pemerintah Indonesia;
merupakan pilar penting perekonomian nasional.
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